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ABSTRAK

Nama : Trois Dilisusendi
Program Studi :Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Optimasi Pendanaan Program Listrik Perdesaan Seluruh Indonesia

Menggunakan Program Linear

Program listrik perdesaan adalah kebijakan Pemerintah guna menyediakan tenaga
listrik untuk seluruh Indonesia, terutama di daerah rural yang belum terjangkau listrik.
Dimana perencanaan program ini dibuat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan PLN
tanpa dilakukan optimasi.

Untuk itulah dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisa program
listrik perdesaan yang dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2008 — 2009 sudah optimal atau
belum. Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal adalah
dengan program linear integer.

Dari hasil program linear integer, didapat bahwa untuk program listrik perdesaan
tahun 2008-2009 masih belum optimal, sehingga bila dilakukan optimasi maka untuk tahun
2008 ada peningkatan akses listrik sebanyak 6.101 akses listrik atau secara nasional naik
5,5%, dan untuk tahun 2009 peningkatan akses listrik sebanyak 13.809 akses listrik atau
secara nasional naik 10%, dan bila dilihat dari sisi anggaran yang digunakan terjadi
penghematan sebesar Rp 40.212.000 untuk tahun 2008 dan penghematan sebesar
Rp.29.439.000 untuk tahun 2009.

Sehingga langkah kebijakan yang diambil adalah mengoptimalkan pendanaan listrik
perdesaan yang terbatas dengan bantuan program linear integer sehingga menjadi lebih
efektif dan efisien dalam melistriki seluruh rakyat dengan menggunakan pembangkit listrik
yang murah (least cost) dan mendapatkan benefit yang paling banyak.

Kata kunci:
Listrik perdesaan, Program linear integer, Akses listrik
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ABSTRACT

Name : Trois Dilisusendi
Study Program: Magister of Planning and Public Policy
Title : Funding Optimization of Rural Electrification Program in Indonesia

Using Linear Programming

Rural electrification program is one of government policy to supply electricity in
Indonesia especially in rural areas without electricity access. Planning of this program
involved local government and the Indonesian state electricity company (PLN) without
optimization.

For that, this research goals to analize rural electrification programs on years 2008-
2009 optimize or not. This research using integer linear programming for optimization.

From the results integer linear programming, knows that rural electrification programs
on years 2008-2009 aren’t optimal, so with optimization for 2008 get increasing access
electricity amount 6,101 access or nationally upping 5,5% and for 2009 get increasing access
electricity amount 13.809 access or nationally upping 10%, and for budgeting less Rp
40,212,000 Rupiahs for 2008 and less 29,439,00 Rupiahs for 2009.

So suggest for policy is optimization limitation budget for rural electrification with
using integer linear programming to achieve effectiveness and efficiency to electrification all
of people with using least cost electricity generation and get maximum benefit.

Keywords:
Rural Electrification, Integer Linear Programming, Electricity Access
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tenaga listrik merupakan kebutuhan vital untuk pembangunan ekonomi. Ketersediaan
tenaga listrik yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keandalan yang tinggi,
serta dengan harga yang terjangkau merupakan pasokan yang penting dalam menghasilkan
barang dan jasa. Ketersediaan tenaga listrik untuk sektor rumah tangga pada tingkat harga yang

terjangkau dapat mengubah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Listrik telah berkembang menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia
dewasa ini. Listrik tidak lagi menjadi bentuk komoditas dilingkungan perkotaan tetapi sudah
juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Untuk itu, program perluasan layanan tenaga listrik
yang mampu mencapai wilayah perdesaan telah menjadi agenda pemerintah dihampir semua

negara termasuk Indonesia.

Menurut Data Statistik Ketenagalistrikan dan Energi Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi terdapat bahwa desa yang telah mempunyai
akses tenaga listrik adalah sebesar 65.776 desa dari total jumlah desa diseluruh Indonesia
sebanyak 71.555 desa sehingga Rasio Desa Berlistrik (RD) adalah sebesar 91,92%. Sedangkan
jumlah keluarga yang telah memiliki akses tenaga listrik adalah sebesar 35.630.074 dari total
keluarga di seluruh Indonesia sebanyak 55.376.392 sehingga Rasio Elektrifikasi (RE) yaitu rasio
antara jumlah keluarga yang sudah berlistrik dengan jumlah keluarga seluruh Indonesia besarnya
hanya 64,34%, jadi yang belum mempunyai akses tenaga listrik masih sekitar 35,66% yang
banyak tinggal didaerah perdesaan dan terpencil, sehingga banyak rakyat yang tidak dapat ikut

menikmati maupun ikut berkontribusi terhadap upaya pembangunan saat ini.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
pada tanggal 23 September 2009 maka dinyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985

tentang Ketenagalistrikan dicabut dan tidak berlaku lagi, dimana penyediaan tenaga listrik

1 Universitas Indonesia
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dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik tersebut,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan,
pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pelaksanaan usaha
penyediaan tenaga listrik olen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana badan usaha swasta,

koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 ini maka peran PT. PLN berubah yang
sebelumnya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) menjadi BUMN yang
telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditugasi untuk melaksanakan usaha
penyediaan tenaga listrik. Saat ini mayoritas sambungan listrik di Indonesia berasal dari PT.
PLN, yang memang mampu melayani sejumlah besar pelanggan. Namun sebagian besar
sambungan tersebut berada diwilayah Jawa dan Bali. Laju ekspansi tampaknya tidak dapat
dipertahankan karena sebagian besar penduduk tanpa sambungan listrik tinggal di luar wilayah
Jawa dan Bali, terutama didaerah perdesaan, dimana tarif yang dikenakan tidak dapat menutupi
biaya yang dikeluarkan PT. PLN. Tidak tertutupnya biaya serta halangan lainnya seperti
keterbatasan akses pendanaan telah mengurangi secara signifikan kemampuan PT. PLN untuk

melakukan ekspansi, terutama di daerah perdesaan.
. Target
Pemerintah g2 | |
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Gambar 1.1 Target Rasio Elektrifikasi

(Sumber : Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)
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Pemerintah menyadari pentingnya akses listrik guna memperbaiki kehidupan rakyat dan
mengentaskan kemiskinan. Pemerintah juga menyadari bahwa daya saing regional, yang
dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi, juga terhambat, karena elektrifikasi di Indonesia tidak
semaju negara-negara tetangga. Oleh karena itu seperti terlihat pada gambar 1.1. diatas,
Pemerintah telah menetapkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tahun
2008-2027 bahwa target akses tenaga listrik di tahun 2020 akan menyentuh 90% dari seluruh
penduduk Indonesia, dan pada tahun 2015 rasio desa berlistrik mencapai 100% yang berarti

dibutuhkan kurang lebih 1 juta sambungan baru setiap tahunnya secara berkesinambungan.

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalarn rangka meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan. Namun demikian, luasnya wilayah geografis dan tersebarnya populasi
penduduk di Indonesia menyebabkan tidak semua wilayah mampu dijangkau dan dilayani oleh
PT. PLN. Tidak tersedianya pelayanan tenaga listrik seperti tersebut diatas terutama sangat

dirasakan di daerah belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 maka untuk penyediaan tenaga listrik
maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak
mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang,
pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik
perdesaan. Dimana Pemerintah telah melakukan Program Listrik Perdesaan sejak tahun 1976.
Program ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu,

menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum terjangkau

listrik, mendorong pembangunan/pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Setiap tahun Pemerintah menganggarkan APBN untuk pembangunan listrik perdesaan
melalui dua pendekatan yaitu :
a. On grid melalui perluasan jaringan PT. PLN
Pembangunan ini dilaksanakan oleh Pemerintan dengan membangun Jaringan

distribusi (Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan Tegangan Rendah dan gardu distribusi)
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1.2.

dihubungkan melalui jaringan milik PLN yang sudah ada. Setelah pembangunan selesai,
kegiatan operasionalnya ditangani oleh PT. PLN. Program ini memprioritaskan desa-desa
yang belum berlistrik berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain jumlah calon
pelanggan, rencana VA tersambung dan jarak dengan jaringan distribusi PLN yang ada, serta
permintaan masyarakat diperdesaan maupun daerah belum berkembang dan daerah terpencil

terhadap tenaga listrik.

Off grid melalui sistem kelistrikan terisolasi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan
atau potensi energi setempat

Pembangunan listrik Perdesaan didaerah terpencil dan belum berkembang dengan
memanfaatkan energi setempat antara lain: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
(PLTB).

PERMASALAHAN

Pada pembangunan listrik perdesaan banyak menghadapi kendala-kendala, mengingat

tenaga listrik merupakan kegiatan yang padat teknologi dan padat modal, selain itu juga faktor

regulasi yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penentu terlaksananya kegiatan

pembangunan Listrik Perdesaan. Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi:

1.
2.

Banyaknya permintaan daerah yang ingin dilistriki melalui Program Listrik Perdesaan
Lemahnya badan pengelola listrik didaerah perdesaan baik dari kemampuan teknis maupun
manajerialnya.

Kondisi lapangan yang sulit seperti keadaan geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan
tersebar serta pegunungan yang sulit dijangkau.

Kondisi desa terpencil yang mempunyai karakteristik jumlah rumah sedikit dan tersebar

serta kebutuhan listriknya relatif kecil sehingga biayanya menjadi lebih mahal

Untuk mengatasi kendala diatas dan mengingat pendanaan program listrik perdesaaan

yang terbatas maka program listrik perdesaan yang dilakukan harus dapat efektif dan efisien,

sehingga perlu dilakukan penelitian apakah program listrik perdesaan yang berjalan saat ini
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sudah optimal atau belum. Diharapkan dengan keterbatasan dana yang ada maka didapatkan
hasil akses listrik yang sebanyak mungkin tentunya dengan memperhatikan keterbatasan dan
kendala yang ada seperti : potensi energi setempat, mempertimbangkan permintaan pemerintah
daerah serta ketersediaan Feasibility Study (FS) dan Detail Design (DD) untuk Pembangkit
Listrik.

Hal ini sejalan dengan salah satu azas yang dianut dalam pembangunan ketenagalistrikan
adalah optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi sesuai dengan Undang-
Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka program listrik perdesaan sebagai

bagian dari pembangunan ketenagalistrikan perlu dilakukan optimasi.

1.3.  RUANG LINGKUP

Yang dimaksud dengan pendanaan program listrik perdesaan hanya yang berasal dari
APBN vyang dikelola Pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan energi (DJLPE).

Program pembangunan listrik perdesaan di seluruh Indonesia terdiri dari:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Pembangkit
Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin, dan Pembangkit Listrik
lainnya yang menggunakan sumber energi baru terbarukan).

2. Pembangunan Gardu Distribusi.

3. Pembangunan Jaringan Distribusi (Jaringan Tegangan Menengah / JTM dan Jaringan
Tegangan Rendah / JTR).

Optimasi pendanaan program listrik perdesaan seluruh Indonesia hanya untuk
pembangunan pembangkit listrik yang terdiri dari : PLTS Tersebar 50Wp, PLTS Terpusat,
PLTMH dan PLTB, hal ini karena :
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e Kebijakan program Listrik Perdesaan mulai tahun 2009, hanya terdiri dari pembangunan
pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi baru terbarukan, sedangkan

pembangunan gardu distribusi dan jaringan distribusi sudah diserahkan ke PT. PLN.

e Pembangunan Gardu Distribusi dan pembangunan Jaringan Distribusi (JTM dan JTR)
tidak dapat dimasukkan dalam model karena tidak dapat diketahui berapa penambahan
jumlah pelanggan (akses listrik) yang didapat untuk setiap penambahan Kilometer Circuit
(Kms) JTM, JTR dan penambahan gardu distribusi.

1.4,  TUJUAN PENELITIAN

Penelitian mengenai optimasi pendanaan program listrik perdesaan seluruh Indonesia
menggunakan program linear bertujuan untuk :
1. Menghasilkan program listrik perdesaan yang optimal dengan menggunakan program linear.
2. Menganalisa program listrik perdesaan yang berjalan saat ini sudah optimal atau belum.
3. Mengoptimalkan pendanaan listrik perdesaan yang terbatas sehingga menjadi lebih efektif
dan efisien dalam melistriki seluruh rakyat.
4. Menghasilkan program listrik perdesaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi

yang ada didaerah.

1.5.  MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain untuk :
1. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan tentang perencanaan program listrik
perdesaan yang lebih baik.
2. Penggunaan anggaran pemerintah untuk listrik perdesaan menjadi lebih efektif dan efisien

sehingga dapat melistriki seluruh rakyat.
1.6. ALURPIKIR PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui alur pikir penelitian ini maka dapat digambarkan sebagai berikut:
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Studi Pendahuluan

<

Studi Pustaka /
Lapangan

y

Identifikasi Masalah

A

Perumusan masalah :
Apakah Program Lisdes sudah optimal?

A

Tujuan Penelitian :
Mendapatkan Program Lisdes yang optimal

Pengumpulan data :
Program listrik perdesaan
Jenis & biaya pembangkitan
Jenis pembangkit
Potensi energi
FS dan DD
Permintaan Pemda

'

Pembuatan model matematis dengan program linear :

Fungsi Tujuan : Memaksimumkan akses listrik perdesaan

Fungsi Kendala :

- Biaya pembangkitan
- Jenis pembangkit

- Potensi energi
-FSdan DD

- Permintaan Pemda

Pengolahan data menggunakan Program Lindo

A
Analisa

A
Kesimpulan dan Saran

Gambar 1.2. Alur Pikir Penelitian
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Dari gambar 1.2. diatas maka penelitian dimulai dari studi pendahuluan yang didalamnya
juga terdapat studi lapangan dan pustaka, kemudian dilakukan identifikasi masalah apakah
program listrik perdesaan yang berjalan selama ini sudah optimal sehingga perlu dilakukan
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan program listrik perdesaan yang optimal dengan
melakukan optimasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang berupa data program listrik
perdesaan, biaya pembangkitan dan jaringan, jenis Pembangkit, data potensi energi, feasibility

study dan detail design, serta data permintaan pemerintah daerah.

Kemudian dilakukan pembuatan model matematis menggunakan program linear dengan
Fungsi Tujuan : Memaksimumkan akses listrik perdesaan dan Fungsi Kendala :
- Biaya pembangkitan dan jaringan
- Jenis pembangkit
- Potensi energi
- Ketersediaan feasibility study dan detail design untuk PLTMH

- Permintaan pemerintah daerah

Pengolahan data dari model program linear dilakukan dengan menggunakan bantuan
Program Linear Interactive Discrete Optimizer (LINDO), kemudian dilakukan analisa apakah
program listrik perdesaan yang berjalan saat ini sudah optimal atau belum dengan
membandingkan program listrik perdesaan dengan hasil optimasi menggunakan program linear.
Setelah itu dihasilkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan sehingga didapat

pendanaan program listrik perdesaan seluruh Indonesia menjadi optimal.

1.7.  SISTEMATIKA PENULISAN

Garis besar pembahasan dalam tesis ini mengikuti sistimatika sebagai berikut :
Bab | : Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, alur pikir penelitian dan sistematika

penulisan.

Universitas Indonesia

Optimasi pendanaan..., Trois Dilisusendi, FE Ul, 2009.



Bab Il :

Bab 11 :

Bab IV :

Bab V :

Bab VI :

Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang ekonomi tenaga listrik, hubungan antara tenaga
listrik dengan pertumbuhan ekonomi, program linear yang akan menjelaskan
bagaimana program linear integer dan solusi program linear serta contohnya, serta

hasil studi terkait.

Listrik Perdesaan

Pada bab ini diuraikan tentang perkembangan peraturan ketenagalistrikan, kondisi
kelistrikan saat ini, kebijakan ketenagalistrikan nasional terkait dengan program
listrik perdesaan, perkembangan listrik perdesaan termasuk perencanaan dan

implementasinya.

Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, hipotesa penelitian variabel
penelitian, jenis dan sumber data, yaitu data program lisdes tahun 2008-2009, data
potensi energi, data permintaan Pemerintah daerah, data ketersediaan feasibility
study dan detail design untuk PLTMH dan data harga pembangkit, pendekatan
program linear dimana dibuat model program linear integer untuk program listrik
perdesaan untuk tahun 2008 — 2009 pada setiap satker lisdes seluruh Indonesia

serta solusinya dengan LINDO.

Analisa

Pada bab ini diuraikan tentang hasil analisa LINDO terhadap program lisdes
tahun 2008-2009, pembahasannya dan pemilihan jenis pembangkit serta analisa
listrik perdesaan.

Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. EKONOMI TENAGA LISTRIK

Pada kehidupan sehari-hari, persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi selalu muncul.
Persoalan ini terkait dengan adanya suatu kebutuhan atas keinginan untuk memperoleh barang
dan jasa yang tak terbatas dengan terbatasnya sumber daya. Sumber daya yang terbatas dalam
hal ini adalah adanya kelangkaan atau kekurangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disisi
lain, keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dihadapkan kepada persoalan ada atau tidak

ada kemampuan untuk memperolehnya.

Barang ekonomi adalah barang yang terbatas jumlahnya dan memerlukan pengorbanan
untuk memperolehnya sehingga mempunyai harga. Harga pasar dari sebuah barang ditentukan
oleh penawaran dan permintaan barang tersebut. Sampai saat ini, model penawaran dan
permintaan adalah salah satu konsep yang mendasar dari ekonomi. Tingkat harga dari sebuah
barang ditentukan oleh titik pertemuan dimana jumlah barang yang disuplai sama dengan jumlah
barang yang diminta. Apabila hanya ada satu tingkat harga dimana jumlah yang diminta adalah

seimbang dengan jumlah yang ditawarkan, maka harga tersebut adalah harga keseimbangan.

P Market
D S

Ppasar

Q
Qpasar

Gambar 2.1 Kesimbangan antara Permintaan (Demand) dan Penawaran (Supply)
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Kurva permintaan (D) pada gambar 2.1 diatas menjelaskan bagaimana keinginan
konsumen untuk membeli pada berbagai tingkat harga yang dipengaruhi oleh pendapatan per
kapita dan harga barang itu sendiri, sehingga bentuk kurva permintaan miring dari kiri atas ke
kanan bawah. Kemiringan tersebut mengikuti hukum permintaan” dimana konsumen biasanya
akan membeli lebih banyak jika harganya lebih murah dan akan membeli lebih sedikit apabila

harga lebih mahal.

Kurva penawaran (S) pada gambar 2.1.diatas menjelaskan keinginan produsen untuk
menjual barang pada berbagai tingkat harga. Bentuk kurva penawaran miring dari kiri bawah ke
kanan atas menunjukkan bahwa semakin tinggi harga barang tersebut maka semakin tinggi
keinginan produsen untuk memproduksi dan menjual barangnya. Kenaikan harga suatu barang
akan berkecenderungan untuk meningkatkan produksi barang tersebut. Dalam jangka pendek
adalah dengan peningkatan penggunaan kapasitas melalui penggunaan tenaga kerja tambahan
atau dengan menambah jam kerja, sedang dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan
memperluas skala pabrik. Tingginya harga juga akan menarik perusahaan untuk masuk ke pasar

sehingga jumlah penjual bertambah dan barang yang ditawarkan meningkat.

Pada saat penawaran dan permintaan sama (terjadi pada perpotongan pada titik Py, dan
Qpasar) maka dikatakan dalam keadaan seimbang (equilibrium/Ep.g,). Pada titik Epasar ini,
alokasi barang paling efisien disebabkan jumlah barang yang disediakan sama dengan jumlah
barang yang diminta. Dimana semuanya (individu, perusahaan atau negara) akan puas dalam
kondisi ekonomi yang berjalan. Pada harga yang ditentukan (Ppasar), maka produsen akan dapat
menjual semua barang yang diproduksi dan seluruh konsumen akan mendapatkan barang yang
diminta. Hukum dari penawaran dan permintaan menyatakan bahwa tingkat harga akan bergerak

menuju pada titik dimana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta.

2.1.1. Pasar Tenaga Listrik

Pasar dalam pengertian ekonomi tidak berwujud secara fisik, pasar merupakan pertemuan

antara penawaran (Supply) dan permintaan (demand), atau mempertemukan penjual dan pembeli
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barang. Melalui interaksi diantara penjual dan pembeli, pasar akan menentukan tingkat harga

suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan.

Pasar Tenaga Listrik tidak terlepas dari keberadaan tiga pelaku utama di dalamnya dengan

perbedaan kepentingan.

Pertama, masyarakat sebagai konsumen, yang menghendaki: (i) terpenuhinya

kebutuhannya terhadap energi listrik, dan (ii) harga listrik yang terjangkau.

Kedua, PT PLN sebagai supplier yang merupakan institusi bisnis (BUMN) dengan visi,
misi dan tujuan yang diarahkan sebagaimana layaknya suatu kegiatan usaha yang nirlaba.

Di samping itu, saat ini PLN juga menjadi agen pemerintah dalam penyaluran subsidi.

Ketiga, Pemerintah, yang mengemban tugas untuk semakin mengefisienkan dan
mengefektitkan pengeluaran negara dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat

dan PT PLN.

Pasar dapat melakukan alokasi sumber daya secara efisien, apabila semua asumsi-

asumsinya terpenuhi, antara lain : para pelaku ekonomi (produsen) bersifat rasional, memiliki

informasi sempurna, barang (output) bersifat privat, pasar bersaing sempurna dan proses

pertukaran tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

Namun dalam kenyataannya, asumsi-asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi terutama

dalam hal penyediaan tenaga listrik di Indonesia sehingga terjadi kegagalan pasar (market

failure) dalam usaha penyediaan kelistrikan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan

terjadinya kegagalan pasar dalam usaha penyediaan tenaga listrik, antara lain :

1. Informasi tidak sempurna karena ketidak-tahuan tentang jumlah dan kualitas barang

(tenaga listrik) yang digunakan oleh konsumen sehingga untuk mendapatkan informasi

tersebut yang detail perlu tambahan biaya;

. Terdapat persaingan yang tidak sempurna (Imperfect Competition) dalam penyediaan

tenaga listrik dimana produsen tenaga listrik PT. PLN (Persero) merupakan satu-satunya

BUMN yang ditetapkan pemerintah untuk memasok tenaga listrik sehingga BUMN
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tersebut sangat mampu mempengaruhi pasar dengan menentukan tingkat harga (dalam

bentuk Tarif Dasar Listrik / TDL yang ditetapkan Pemerintah).

3. Tenaga listrik di Indonesia dikategorikan sebagai barang semi public good, sehingga
Pemerintah memberikan subsidi untuk pengadaan tenaga listrik. Dibanyak negara tenaga
listrik merupakan barang private, artinya setiap masyarakat yang menggunakan tenaga
listrik harus membayar (ada pengorbanan) sesuai dengan harga pasar yang mencerminkan

harga pokok produksi dan manfaatnya.

Menurut Mankiw dalam principles of microeconomics ada 10 prinsip ekonomi, salah satu
diantaranya principle 7: Governments can sometimes improve market outcomes. Pada saat terjadi
kegagalan pasar maka diperlukan intervensi pemerintah, hal inilah yang terjadi dalam
penyediaan tenaga listrik di Indonesia yang memerlukan intervensi pemerintah untuk
menyediakannya. Akan tetapi, karena keterbatasan kondisi keuangan negara maka intervensi
pemerintah dalam pasar tenaga listrik diwujudkan dalam bentuk diantaranya:

e Subsidi berupa subsidi tarif dan subsidi investasi berupa program listrik perdesaan

e Pemberian insentif

Sesuai dengan kondisi kelistrikan saat ini, maka intervensi pemerintah dalam pasar
tenaga listrik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Misi komersial
Tenaga listrik dalam skala besar untuk masyarakat perkotaan, daerah yang tingkat
kepadatannya tinggi atau sistem kelistrikan yang besar. Bentuk intervensi pemerintah
adalah berupa subsidi tarif dan pemberian insentif yang dapat memberikan rangsangan
ataupun penciptaan iklim usaha yang kondusif di bidang investasi penyediaan listrik.

2. Misi sosial
Tenaga listrik dalam skala kecil yang meliputi daerah yang belum berkembang, daerah
terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan dimana Produsen tidak mampu
menyediakan tenaga listrik untuk daerah tersebut karena biaya produksi yang dikeluarkan
tidak dapat ditutup oleh tarif atau secara ekonomi tidak layak. Bentuk intervensi
pemerintah adalah berupa subsidi investasi dan juga pemberian insentif yang mendukung

program listrik perdesaan.
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2.1.2. Penyediaan dan Permintaan Tenaga Listrik

Energi listrik termasuk barang ekonomi yang mengikuti hukum permintaan dan
penawaran. Namun yang perlu mendapat perhatian bahwa listrik di Indonesia merupakan
salah satu barang yang termasuk dalam kategori “administered price”, yaitu barang yang
harganya (Tarif Dasar Listrik /TDL) diatur oleh kebijakan pemerintah, bukan oleh produsen
sepenuhnya. Dimana harga jual energi listrik per unit ditetapkan lebih rendah daripada biaya
produksi per unitnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian serta mempertahankan
kelangsungan hidup perusahaan (PT. PLN) maka Pemerintah mempunyai kewajiban untuk
memberikan subsidi kepada produsen. Subsidi merupakan salah satu bentuk transfer
pendapatan dari Pemerintah kepada produsen maupun konsumen (masyarakat), sebagai
akibat adanya perbedaan harga jual barang dan jasa yang lebih rendah di pasar dibandingkan
dengan biaya produksinya.

So

PE """""""""""""""""" ‘, Sl

: . Subsidi
[ /

PPa sar

TDL fommomemmmemed oo %

0 Q3 QPasar QSubsidi Q

Gambar 2.2. Kurva Penyediaan dan Permintaan Tenaga Listrik
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Keterangan gambar 2.2.:
Ppasar = Harga keseimbangan pasar, Tarif Dasar Listrik (TDL)< Ppq.r sehingga terdapat
Gap (shortage) sebesar Qqusiai - Q.. Langkah yang bisa ditempuh adalah subsidi untuk

menggeser kurva suplai S, ke S,

Dalam kondisi keseimbangan pada gambar 2.2. diatas, menunjukkan kedua kurva
permintaan dan penawaran akan berpotongan pada suatu titik tertentu, yaitu pada titik E
yang merupakan titik keseimbangan dimana harga keseimbangan adalah P, dan jumlah
barang keseimbangan sebesar Q.. Dalam kondisi tersebut, tingkat harga dan kuantitas
yang berlaku sesuai dengan harga pasar, dimana tingkat harga telah mencerminkan harga
pokok produksi dan benefit dari konsumsi. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam
pasar dimana harga barang terus berubah sampai tercapai posisi keseimbangan (jumlah
barang yang diminta = jumlah barang yang ditawarkan). Pada kondisi keseimbangan (di
titik E.), tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan barang sehingga tidak ada tekanan

pada harga untuk berubah lagi.

Namun sesuai dengan kondisi yang ada, harga jual listrik ditentukan oleh
Pemerintah melaui penetapan TDL (harga adalah P;). Pada harga P, produsen
menghasilkan output sebesar Q, lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh konsumen Qspsigi.
Dalam kondisi tersebut terjadi kekurangan penyediaan barang (excess demand shortage).
Untuk itu, biasanya Pemerintah menempuh kebijakan harga tertinggi (ceiling price) pada
P, Kebijakan ini bertujuan agar harga listrik dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Namun
dengan dipilihnya kebijakan tersebut, Pemerintah menyadari dampak yang akan terjadi
adalah excess demand. Guna menghindari kerugian yang besar dan atau untuk
mempertahankan kelangsungan hidup produsen (PT. PLN) maka Pemerintah menempuh
kebijakan subsidi (negative tax). Besarnya subsidi listrik yang diberikan oleh Pemerintah
kepada produsen (PT. PLN) diharapkan mampu menambah suplai dari Q, menjadi Qgupsiai
Pemberian subsidi ini akan menggeser kurva penawaran dari S, ke S;dan keseimbangan

terjadi pada titik Eqpsiai
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Gambar 2.2. menyatakan bahwa pada saat jumlah penawaran mengalami
peningkatan, maka garis penawaran bergeser dari Sp menjadi S; Pada kondisi ini kurva
permintaan tidak mengalami perubahan yaitu pada Dy, sehingga kuantitas meningkat dari
Qo menjadi Q,. Namun, harga (P,) tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, karena
harga listrik adalah tetap untuk jangka waktu tertentu (administered price), sehingga titik

keseimbangan baru tercapai pada Egsigi.

Filosopi pelaksanaan subsidi adalah pemberian transfer dari Pemerintah kepada
produsen dan atau konsumen dalam rangka menciptakan harga yang relatif murah dan
terjangkau semua lapisan konsumen serta mempertahankan kelangsungan hidup produsen.
Dengan demikian, pemberian subsidi dapat memberikan manfaat ekonomi kepada

konsumen maupun produsen.

Oleh karena itu, kondisi pasar tenaga listrik yang demikian ini akan cenderung
menyebabkan terjadinya kesenjangan (gap) antara penyediaan listrik dan permintaan listrik,
dimana saat ini terjadi banyak daerah di Indonesia yang mengalami krisis listrik. Dengan
terjadinya kekurangan penyediaan tenaga listrik ini maka akan berdampak terhadap

pertumbuhan ekonomi nasional.

HUBUNGAN ANTARA TENAGA LISTRIK DENGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI

Sebagai bagian dari infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak, listrik

merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan bagi jalannya roda perekonomian, baik bagi

sektor rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, perusahaan untuk kegiatan

produksi dan investasi, maupun bagi pemerintah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan

masyarakat. Keperluan tersebut meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi, karena

banyaknya kegiatan produksi dan penggunaan sarana kehidupan berteknologi tinggi yang

menggunakan listrik.
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Menurut Committee on Electricity in Economic Growth, Energy Engineering Board,
National Research Council (1986) maka dapat digambarkan hubungan penyediaan atau akses

tenaga listrik (electrification) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

Conservation

Regulation
! —1 '

- I Price of Frice of Electricity-
Technology i T 3 Incame S - )
: Electricity I Substitute Fuels ¢ Using Devices
i
Residantial l,
e I Productivity . Gross MNational ~ | Elecrricity
Electrification - e P
I : Growth Commercial Product Cansumption
Industrial r
SUPPLY DEMAND

Gambar 2.3. Hubungan antara penyediaan/akses tenaga listrik (electrification) terhadap

pertumbuhan ekonomi

Sumber : Committee on Electricity in Economic Growth, Energy Engineering Board, National Research Council
(1986). Electricity and economic growth. The National Academies

Pada gambar 2.2. diatas dapat dilihat bahwa pada sebelah kiri adalah sisi penyediaan
(supply) tenaga listrik dan sebelah kanan adalah sisi permintaan (demand) tenaga listrik, dimana
sistem tenaga listrik merupakan sistem yang unik karena tenaga listrik tidak dapat disimpan
dalam jumlah yang sangat besar sehingga akan hilang bila tidak dikonsumsi. Penyediaan tenaga
listrik digambarkan sebagai electrification yang mendapat pengaruh dari teknologi yang
digunakan seperti pemilihan jenis pembangkit yang digunakan. Pemerintah dalam hal ini
digambarkan sebagai regulation mengatur harga tenaga listrik dan harga bahan bakar
pembangkit yang akan mempengaruhi harga tenaga listrik itu sendiri. Tenaga listrik sebagai
salah satu faktor produksi sehingga dapat mempengaruhi produktivitas bila penyediaan tenaga

listrik kurang maka pertumbuhan produktivitas akan terganggu, pengaruh lainnya adalah pada
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harga tenaga listrik bila harga tenaga listrik makin rendah maka pertumbuhan produktivitas akan

semakin besar dan juga sebaliknya.

Pada gambar 2.2. diatas bahwa peningkatan perumbuhan produktivitas pada semua sektor
yang juga merupakan konsumen tenaga listrik yaitu : rumah tangga, komersial yang merupakan
bisnis non industri, industri seperti agrikultur, pertambangan, konstruksi dan manufaktur,
tentunya akan meningkatkan Gross National Product (GNP) yang juga akan menaikan
pendapatan masyarakat. Dengan naiknya pendapatan masyarakat maka daya beli masyarakat
akan naik sehingga akan meningkatkan penggunaan alat tenaga listrik yang pada akhirnya akan
meningkatkan konsumsi tenaga listrik. Harga tenaga listrik dan harga alternatif bahan bakar akan
memberikan dampak pada konsumsi tenaga listrik melalui dua cara yaitu : pertama secara
langsung pada penggunaan tenaga listrik dan bahan bakar non tenaga listrik sebagai faktor input
produksi, kedua secara tidak langsung pada pertumbuhan produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi.

Pada gambar 2.2. diatas penggunaan teknologi dapat menggeser kurva penawaran
sehingga produksi menjadi lebih efisien sehingga dengan perubahan teknologi dimungkinkan
sebagai kesempatan baru untuk mengeksplor kualitas dan kualitas tenaga listrik. Sedangkan
konservasi merupakan langkah potensial untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga listrik

terutama di sektor rumah tangga dan komersial.

Banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan antara tenaga listrik dengan
pertumbuhan ekonomi, dimana pada umumnya terdapat korelasi yang kuat antara tenaga listrik
dan pembangunan ekonomi. Tenaga listrik sekarang ini termasuk dalam kebutuhan primer bagi
masyarakat luas, mengingat hampir semua peralatan yang dipergunakan dalam rumahtangga
telah menggunakan energi listrik. Selain itu, sebagian besar kegiatan ekonomi sangat tergantung
pada penyediaan energi listrik, misalnya industri manufaktur, industri jasa, industri transportasi,
perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penyediaan energi listrik mutlak
diperlukan dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi dan mencapai
kesejahteraan masyarakat. Di beberapa negara, mati listrik bahkan sudah dianggap sebagai

bencana nasional, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkannya.
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2.3. PROGRAM LINEAR

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi diantaranya adalah
Program Linear (Linear Programming) yang merupakan salah satu prosedur matematis yang
dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan yang umum dihadapi suatu organisasi,
seperti alokasi optimum sumber daya (resources) yang langka dan terbatas berupa uang, bahan
mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan dan teknologi. Sehingga untuk mendapatkan optimasi

pendanaan dalam program listrik perdesaan diperlukan bantuan program linear.

Linear digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan yang proporsional antara dua
variabel atau lebih. Pada dasarnya metode yang dikembangkan untuk memecahkan model
program linear ditujukan untuk mencari solusi dari beberapa alternatif solusi yang dibentuk oleh
persamaan-persamaan pembatas sehingga diperoleh nilai fungsi tujuan yang optimum. Hasil
yang diinginkan diperoleh sebagai fungsi maksimasi (profit, penjualan dan kesejahteraan) atau
fungsi minimasi (biaya, waktu dan jarak). Adapun programming mengacu pada penggunaan
teknik matematis tertentu untuk mendapatkan pemecahan terbaik yang mungkin dilakukan atas

suatu masalah yang melibatkan sumber daya yang terbatas.

Definisi program linear adalah suatu model matematik/teknik matematik yang digunakan
untuk mencari cara terbaik dalam mengalokasikan sumberdaya (resources) yang terbatas pada
kegiatan-kegiatan yang saling berkompetisi dengan menggunakan model linear. Oleh karena itu
dalam penerapannya program linear meliputi perencanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai

hasil yang optimal dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang fisibel.

Perkembangan ilmu ini bermula ketika pada perang dunia ke II, angkatan perang Inggris
dan Amerika Serikat dihadapkan pada masalah yang kompleks, yaitu mengalokasikan sumber
daya tentara dan perlengkapan yang terbatas untuk berbagai kegiatan operasi perang yang luar
biasa besar skalanya. Kunci sukses kedua angkatan perang tersebut adalah keberhasilan mereka
dalam proses pengambilan keputusan yang tepat untuk mengirim jumlah pasukan beserta
logistiknya ke berbagai tempat yang membutuhkan. Setelah PD II berakhir, penggunaan program

linear terus dikembangkan para ilmuwan dan diaplikasikan ke berbagai bidang kehidupan,
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terutama untuk menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan pemecahan optimal akibat

adanya keterbatasan-keterbatasan.

Merupakan suatu realita bahwa pada umumnya, sumber daya yang dibutuhkan dalam
aktivitas manusia memiliki keterbatasan. Manusia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja,
industriawan memiliki keterbatasan modal untuk meningkatkan produksi, atau petani yang
memiliki keterbatasan lahan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut memaksa manusia untuk
memilih aktivitas sehingga tercapai hasil yang optimal. Untuk kepentingan tersebut, manusia

harus mengalokasikan keterbatasan tersebut dengan tepat.

Masalah-masalah seperti inilah yang dapat diperhitungkan secara matematis dengan
program linear sehingga didapat hasil yang optimal. Hasil perhitungan dengan program liniear
belum tentu menjadi kenyataan, semuanya hanya perhitungan diatas kertas karena tercapai atau
tidaknya tujuan suatu keputusan akan melibatkan berbagai faktor lain yang mungkin tidak dapat
diperhitungkan. Walaupun demikian, bila tidak ada suatu kejadian atau peristiwa ekstrim atau
mampu memprediksi keadaan yang akan datang, atau mempertimbangkan kondisi mendatang
dalam perhitungan, maka perhitungan yang dilakukan dengan program linear akan memberi hasil

yang sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai model, program linier telah banyak digunakan dalam berbagai bidang aplikasi,
termasuk perencanaan produksi, perencanaan infrastruktur, pengaturan modal, perencanaan
iklan/promosi, distribusi produk, perencanaan investasi dan analisis Peraturan Pemerintah. Tidak
dapat dipungkiri bahwa program linear telah memberikan banyak pengaruh besar terhadap

metode kuantitatif modern. Program linear telah banyak membantu perusahaan dan Pemerintah.

Ada empat karakteristik utama yang harus dimiliki oleh suatu masalah Program Linear,
yaitu :
1. Tujuan (objective) yang ingin dicapai yang dapat digambarkan sebagai suatu fungsi yang
dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif.
2. Harus terdapat berbagai alternatif aktivitas yang saling berkompetisi dalam penggunaan

sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan.
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Sumber daya harus berada dalam jumlah terbatas
Fungsi tujuan dan sistem kendala harus dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan
matematis.

Program Linear Integer

Program Linear Integer (Integer Linear Programming) adalah program linear dimana

beberapa atau semua variabel terbatas pada nilai integer (diskrit). Ada beberapa jenis program

integer, yaitu program integer murni dimana semua variabel adalah integer, program integer

binary dimana variabel adalah 0 dan 1 dan program integer campuran jika hanya beberapa

variabel saja yang bersifat integer.

Berikut adalah bentuk umum dari model program integer murni:

Fungsi Tujuan

Maximize

Zzzcjxj (2.1.)

(2.2)

i integer

a, b dan c adalah konstanta

Istilah yang lebih umum adalah :

a.

Fungsi yang dimaksimumkan, yaitu : Max Z = C;X; + CX; +........... CnX, disebut
sebagai fungsi tujuan.
Kendala, sebanyak m buah kendala yang sering disebut sebagai kendala fungsional.

Pembatas X; > 0 disebut sebagai kendala non negatif
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d. Variabel X; adalah variabel keputusan

e. Konstanta a;;, b; dan c; adalah parameter-parameter model

2.3.2. Solusi Program Linear

Untuk mendapatkan solusi model Program Linear, maka dapat dilakukan dengan tiga
cara yaitu :
1. Metode grafik
Metode ini merupakan metode yang termudah, tetapi memiliki kelemahan hanya dapat
digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear yang mempunyai variabel
keputusan paling banyak hanya dua variabel. Variabel keputusan ini direpresentasikan
dengan grafik dua dimensi dengan X; sebagai sumbu horizontal dan X, sebagai sumbu
vertikal.
Prinsip dasar pendekatan grafik adalah :
a) Fungsi kendala bersama-sama menentukan bentuk set of feasible region
b) Kemiringan fungsi tujuan (=isoprofit/level profit tertentu yang sama) menentukan
dimana letak solusi optimum diperoleh
c) Karena bentuk set of feasible region dan kemiringan fungsi tujuan, solusi

umumnya merupakan titik sudut (corner solution)

2. Metode Simpleks
Metode Simpleks merupakan prosedur aljabar yang bersifat iterasi, yang bergerak
selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah feasible menuju ke titik ekstrim yang
optimum (maksimum atau minimum) dengan menggunakan pendekatan operasi matriks
(Gauss-Jordan elimination). Agar dapat dipecahkan dengan simplex, formulasi masalah
dalam notasi matematika harus diubah ke dalam bentuk standar (standard form). Kelemahan
dari metode simpleks ini adalah terlalu rumit untuk dipecahkan untuk masalah yang besar

sehingga diperlukan bantuan komputer.

Universitas Indonesia

Optimasi pendanaan..., Trois Dilisusendi, FE Ul, 2009.



23

3. Software Komputer

Metode simpleks dikembangkan dalam bentuk perangkat lunak komputer Linear
Interactive Discrete Optimizer (LINDO) yang didesain khusus oleh Prof. Linus Schrage,
dari Graduate School of Business Chicago, untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk
program linear. Output hasil olahan program LINDO ini dapat berupa format tabel simpleks
dan berupa format LINDO. Output dalam format LINDO ini lebih mudah dimengerti dan
komunikatif serta merupakan kesimpulan-kesimpulan dari format tabel simpleks. Output
LINDO ini juga termasuk hasil perhitungan tambahan yang diperlukan untuk analisa

sensitifitas.

Bentuk standar model matematika sebagai masukan program LINDO cukup sederhana,
yaitu hanya memisahkan antara variabel diruas kiri dan konstanta diruas kanan. Output yang
dihasilkan terdiri atas tiga bentuk yaitu nilai fungsi obyektif, analisa sensitifitas, dan table
optimum simpleks. Dimana informasi yang diperoleh dari penyelesaian metode grafik
maupun metode simpleks sebelumnya dapat langsung dilihat secara jelas pada tabel output

LINDO.

Contoh Program Linear Integer :

Misal : Ada sebuah perusahaan sepatu yang memproduksi tiga jenis barang yaitu Sepatu anak,
sepatu pria dan sepatu perempuan dengan biaya produksi masing-masing adalah Rp150.000,
Rp.200.000, dan Rp. 400.000, adapun keuntungan penjualan untuk masing-masing barang adalah
Rp.50.000, Rp. 80.000 dan Rp. 100.000, sedangkan perusahaan hanya memiliki modal Rp
5.000.000, jumlah sepatu anak yang diproduksi minimal 5 buah, berapakah jumlah produksi

masing-masing barang agar keuntungan perusahaan maksimum?

Penyelesaian dengan program linear integer adalah sebagai berikut :
Masalah diatas diformulasikan :
1. Variabel Keputusan
X = Jumlah sepatu anak yang diproduksi
X, = Jumlah sepatu pria yang diproduksi

X3 = Jumlah sepatu wanita yang diproduksi
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2. Fungsi Obyektif

Memaksimumkan Keuntungan

Max Z = 50X, + 80X, + 100X; (dalam ribuan rupiah)
3. Kendala yang harus dipenuhi

Modal : 150X; + 200X, + 400X3 <=5.000

MinX; : X; >=5

X1,X2,X3 integer

Masalah tersebut ditulis dalam LINDO menjadi :
Max 50X, + 80X, + 100X;

S.t

Modal)150X; + 200X, + 400X3 <5000
MinX;)X;>5

End

Gin X, Gin X,, Gin X3

Hasil analisa LINDO adalah :

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 2
OBJECTIVE VALUE = 1950.00000
FIX ALL VARS.( 1) WITH RC> 0.000000E+00
SET  X2TO>= 21 AT 1,BND= 1930. TWIN= 1933. 11
NEW INTEGER SOLUTION OF 1930.00000 AT BRANCH 1PIVOT
BOUND ON OPTIMUM: 1940.000
DELETE X2 ATLEVEL 1
RELEASE FIXED VARIABLES
ENUMERATION COMPLETE. BRANCHES= 1PIVOTS= 14
LAST INTEGER SOLUTION IS THE BEST FOUND
RE-INSTALLING BEST SOLUTION...
OBJECTIVE FUNCTION VALUE
1) 1930.000
VARIABLE VALUE REDUCED COST
X1 5.000000 -50.000000
X2 21.000000 -80.000000
X3 0.000000  -100.000000
ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES
MODAL) 50.000000 0.000000
MINX1) 0.000000 0.000000
NO. ITERATIONS= 14
BRANCHES= 1 DETERM.= 1.000E 0
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Interpretasi LINDO :

e Nilai yang tertera pada Objective Function Value merupakan solusi optimal dari fungsi
obyektif, dalam hal ini jumlah keuntungan maksimum adalah Rp. 1.930.000,-

e Variable X;, X; dan X3 adalah nilai variabel dimana memberikan hasil yang optimal, dalam
hal ini jumlah produksi sepatu anak 5, sepatu pria 21 dan sepatu wanita tidak diproduksi.

e Pada modal dengan memproduksi barang pada titik optimal maka masih terdapat modal

yang tersisa (surplus) sebesar Rp. 50.000,-

2.4. HASIL STUDI TERKAIT

Banyak studi yang terkait dengan penelitian ini, maka untuk memudahkan dibagi menjadi
tiga kelompok yaitu :Studi mengenai hubungan tenaga listrik dengan ekonomi, studi mengenai

listrik perdesaan, dan studi optimasi listrik perdesaan dengan menggunakan program linear.

2.4.1 Studi Mengenai Hubungan Tenaga Listrik dengan Ekonomi

Saat ini banyak negara menghadapi permasalahan kurangnya suplai tenaga listrik,
padahal suplai tenaga listrik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dinegara tersebut. Pada banyak studi yang dilakukan di Negara
berkembang seperti di Taiwan dan Srilangka menunjukkan bahwa adanya korelasi yang kuat
antara penggunaan listrik dan pembangunan ekonomi. Sejalan dengan hal ini, dari hasil studi
yang dilakukan oleh Yang di Taiwan dan Marimoto di Srilangka mengenai dampak suplai tenaga
listrik terhadap pertumbuhan ekonomi didapat bahwa tenaga listrik memiliki pengaruh yang
signifikan pada perubahan GDP real di Taiwan dan Srilangka. Dimana pada fase awal,
pembangunan infrastruktur termasuk tenaga listrik akan sangat mempengaruhi perkembangan
ekonomi. Dalam perkembangannya, terbentuk struktur korelasi dua arah pada saat multiplier
effect dari pertumbuhan ekonomi menuntut ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang

mencukupi.
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Adapun model yang dikembangkan oleh Yang (2000) mengenai hubungan bi directional
causal antara Gross Domestic Product (GDP) dengan konsumsi listrik di Taiwan antara periode
tahun 1954 — 1997. Yang (2000) dengan Granger-causality test dan menemukan keterbatasan
tenaga listrik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Taiwan. Yang menggunakan first
differenced real GDP sebagai variable dependent dan lagged first differenced konsumsi tenaga
listrik dan lagged first differenced real GDP sebagai variable independent seperti model yang

digambarkan dalam persamaan berikut :

AGDP,=a+ Y b,AGDP,_, +Y e, AELECT,  +u,

i=1 =1 (2_ 3)
Dimana :

AGDPt = first differenced real GDP di Taiwan pada saat t
AELECT t i = first difference of electricity consumption di Taiwan pada saat t-i dan

ut = error term pada saat t.

Pada penelitian dampak suplai tenaga listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Sri
Langka yang dilakukan oleh Marimoto and Hope (2001) maka model diatas dilakukan perubahan
karena Sri Langka tidak ada impor atau ekspor tenaga listrik, dimana jumlah tenaga listrik yang
diproduksi dan dikonsumsi hampir sama. Pada Negara Sri Langka perubahan produksi tenaga
listrik pada saat t, AELECTt, harus termasuk pertumbuhan GDP pada saat t karena sangat
tergantung pada suplai tenaga listrik pada saat t, sehingga persamaan diatas dimodifikasi menjadi
' AGDP, =a+ Y b,AGDP,_ + i ¢, AELECT, =+ v,

i=1 i=0
2.4)

Dimana :
AGDPt = first differenced real GDP di Sri Lanka pada saat t,
AELECT t i = first difference of electricity production di Sri Lanka pada saat t-i, dan

v t=error term pada saat t.

Sehingga terdapat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi
energi (khususnya listrik), yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai,

semakin tinggi pula tingkat kebutuhan energi listrik. Sejalan dengan hal itu, Rencana Umum
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Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tahun 2008-2027 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang sustainable sebesar 6,1 persen/tahun dalam 20 tahun ke depan akan
meningkatkan pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 9,2% per tahun dengan asumsi

pertumbuhan penduduk 1,3%.

Dengan demikian, mengingat kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi bersifat terus
menerus, maka scarcity problem akan berlaku secara alamiah dalam usaha ketenagalistrikan.
Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah terdapatnya gap atau kesenjangan antara penyediaan
tenaga listrik dengan kebutuhan yang cukup besar dan cenderung membesar di masa depan
Selisih antara pasokan dan permintaan energi listrik (kesenjangan) tersebut tidak pernah bisa
dipenuhi kalau hanya mengandalkan tingkat pertumbuhan alamiah dari penyediaan tenaga
listrik., sehingga hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi

yang diinginkan. Untuk itulah diperlukan intervensi Pemerintah terhadap pasar tenaga listrik.

2.4.2. Studi Mengenai Listrik Perdesaan (Rural Electrification)

Terkait dengan intervensi Pemerintah dalam misi sosial yang berupa program listrik
perdesaan ternyata listrik perdesaan (Rural Electrification) juga dilakukan oleh banyak negara
berkembang didunia seperti Colombia, Peru, Chile, Vietnam, Laos, Bangladesh, India, Thailand,

Malaysia dan negara berkembang lainnya.

Bahkan dampak listrik perdesaan dibanyak negara berkembang juga sudah pernah
dilakukan studi oleh World Bank (2008) dimana akses listrik akan memberi keuntungan kepada
penggunaan rumah tangga seperti lampu dan televisi, kesehatan, pendidikan, peningkatan
produksi dan nilai tambah lainnya sehingga secara umum akan memperbaiki kualitas hidup.
Bahkan study ini juga menunjukkan bahwa willingness to pay untuk listrik cukup tinggi bahkan

melebihi biaya suplai listrik dengan Long Run Marginal Cost.

Menurut Krothapalli dan Greska (2007) untuk mendapatkan sustainable rural electrification
program yang sukses maka diperlukan sebagai berikut :

1. Cost-effective and efficient technology
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2. Absence of existing infrastructure

3. Rapid deployment

4. Locally generated energy source

5. The high “first cost”” must be largely met by government subsidies

6. Integrated approach with the community involvement rather than project based approach.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal listrik dan Pemanfaatan Energi (2007) telah
melakukan studi mengenai listrik perdesaan dimana perlunya peningkatan peranan Pemerintah

Daerah melalui skema listrik perdesaan terdesentralisasi.

Program listrik perdesaan di Indonesia juga telah dilakukan studi oleh World Bank
(2005) dimana untuk meningkatkan akses listrik di Indonesia ada empat solusi model yang
ditawarkan yaitu PV Model, Enhanced Utility Model, Decentralized Electrification Model dan

Cooperative Model, seperti pada gambar berikut :

Household Level
Solutions l

Micro-grid with diesel and micro hydro
mingrid

mediunn-grid

L J

Enhanced Decentralized .
PV Mode| Utility Electrification| | “o%berative
Model Model

Gambar 2.4. Model Institusional yang ditawarkan

2.4.3. Studi Optimasi Listrik Perdesaan dengan Menggunakan Program Linear

Menurut Silva dan Nakata (2007) yang melakukan studi listrik perdesaan (rural
electrification) di Colombia dengan menggunakan energi baru terbarukan melakukan optimasi
menggunakan program linear dengan pendekatan multiple objective yaitu Cost minimum, Job
maximum, Land use minimum dan Emissions minimum. Adapun Cost minimum adalah biaya

minimum yang diperlukan untuk membangkitkan listrik, job maximum adalah jumlah pekerja
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maksimum yang terlibat, Land Use minimum adalah jumlah luas area minimum yang diperlukan
untuk membangkitkan listrik dan Emissions minimum adalah jumlah emisi CO2 minimum yang

dihasilkan dari pembangkit listrik.

Pada gambar 2.5 dibawah dapat dilihat bahwa listrik perdesaan di Colombia,
menggunakan 5 jenis pembangkit listrik yaitu : PV (Photo Voltaic) menggunakan sumber energi
panas matahari, wind menggunakan sumber energi angin (PLTB), Hydro menggunakan sumber
energy air (PLTMH), Biomass menggunakan sumber kayu bakar dan Biogas menggunakan
sampah organik rumah tangga. Kelima teknologi pembangkit tersebut digunakan untuk
memenuhi permintaan listrik untuk penggunaan alat-alat listrik dan khusus untuk biogas juga

digunakan untuk memenuhi permintaan panas yang digunakan untuk memasak.

i

Demand sectors

Electric
appliances

Electricity
demand

Heat
demand

Energy
conversion
technologies

‘ Hydro Biogas

4

‘ Biomass |
4

Renewable Solar Wind Hydro Firewood
resources \ resource resource resource resource

Gambar 2.5 Model Isolated Rural Electrification di Colombia

Organic
residential
waste

Sumber :Silva dan Nakata (2007), Renewable Technologies for Rural Electrification in Colombia :
a multiple objective approach.

Karena fungsi tujuannya ada empat sehingga menggunakan model goal linear

programming, yaitu :
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Zoin = Ped, + Pyd, + Pid; + P,d, (2.5)
Subject to
XM + XpG + Xpv + W + x5 = Drotal (2.6)
XBM XpG Ipy iw Xy
T;;:II = 7BM; % = VBG; % = 7PV, % =Tw; i =rg (27
CBMYBM + CBGYBG + CPvXPY + Cww + Xy + o (d; —d) = g, 2.8)
WBMXBM + WRGXRG + WpvXpy + WwiXw + WXy + rrw[ d, (IL;,] =g, (2.9)
lemxem + oG + lpvaey + lwxw +lgag + oi(d;, —d) ) =2 (2.10)
epmeM + epcaG +epyApy + e + epxy + o (d, —d,) =g, (2.11)
Dimana :
d’ ~ Overachievement of goal
d ~ Underachievement of goal
P = Preemptive priority factor
X = Electricity supply (kWh/year)
DTotal = Total electricity demand (kWh/year)
n = Energy conversion efficiency of each technology
r = Resource availability (kwh/year)
c = Electricity generation cost (US$/kWh)
w = Employment generation (jobs/kWh)
1 = Land use (m*kWh/year)
e = CO, emissions (kg CO,/kWh)
o = Scaling factor
g = Goal value
BM = Biomass (direct combustion of biomass)
BG = Biogas (anaerobic digestion of biomass and posterior combustion)
PV = Solar photovoltaic panels (PLTS)
W = Windmill (PLTB)
H = Small hydro power system (PLTMH)
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Pada persamaan 2.5. diatas merupakan fungsi tujuan dari model, karena ada empat tujuan
yang dicapai maka fungsi tujuannya akan meminimumkan jumlah deviasi (penyimpangan) dari
masing-masing fungsi tujuan yaitu Cost minimum, Job maximum, Land use minimum dan
Emissions minimum terhadap tujuan semula. Persamaan 2.6. diatas merupakan fungsi kendala
dari suplai listrik yang menggunakan lima jenis pembangkit yaitu PV, Wind, Hydro, Biomass
dan Biogas yang harus dapat memenuhi permintaan listrik total rural electrification di Colombia.
Persamaan 2.7. diatas merupakan fungsi kendala dari suplai listrik yang menggunakan lima jenis
pembangkit tersebut dibagi dengan efisiensi konversi energi setiap teknologi pembangkit

dimana dibatasi potensi masing-masing energi yang tersedia.

Persamaan 2.8 diatas merupakan tujuan pertama yang hendak dicapai untuk electricity
generation cost yaitu dengan biaya yang minimum (Cost minimum) dari lima jenis pembangkit
yang digunakan. Persamaan 2.9 diatas merupakan tujuan kedua yang hendak dicapai untuk
employment generation yaitu dengan jumlah pekerja maksimum (job maximum) dari
pembangunan lima jenis pembangkit yang digunakan. Persamaan 2.10 diatas merupakan tujuan
ketiga yang hendak dicapai untuk penggunaan lahan yang digunakan yaitu dengan menggunakan
lahan yang seminimum mungkin (land minimum) dari pembangunan lima jenis pembangkit yang
digunakan. Persamaan 2.11 diatas merupakan tujuan terakhir yang hendak dicapai untuk emisi
CO; yang dihasilkan yaitu dengan menggunakan pembangkit yang menghasilkan CO, minimum

(Emissions minimum).

Dari model yang dikembangkan oleh Silva dan Nakata (2007) diatas, maka dilakukan
penyesuaian dengan kondisi listrik perdesaan di Indonesia. Dimana dari ke empat tujuan diatas,
maka hanya model cost minimum yang digunakan. Untuk tujuan job maximum, land minimum
dan emissions minimum tidak digunakan, karena pada program listrik perdesaan tidak
memasukkan kriteria banyaknya pekerja yang terlibat, dimana luas lahan tidak jadi masalah serta
untuk emisi juga tidak ada masalah karena jenis pembangkit yang digunakan hanya tiga yaitu

PLTS, PLTB dan PLTMH yang semuanya ramah lingkungan.

Sehingga model program linear yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan cost
minimum dengan tujuan memaksimumkan akses listrik serta dengan memasukkan fungsi kendala

potensi energi, kebutuhan daerah tersebut untuk semua jenis pembangkit yang digunakan.
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LISTRIK PERDESAAN

3.1. PERKEMBANGAN PERATURAN KETENAGALISTRIKAN

Selama tiga dasawarsa terakhir, penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh PT PLN
sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Permintaan listrik yang tinggi dalam
kurun waktu tersebut tidak sepenuhnya mampu dipenuhi oleh PKUK, sehingga partisipasi dari
pelaku-pelaku lain seperti koperasi, swasta dan industri sangat diperlukan untuk membangkitkan
tenaga listrik baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum. Terbitnya
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh
swasta, membuka jalan bagi usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum skala besar, baik

bagi proyek yang direncanakan oleh Pemerintah maupun melalui partisipasi swasta.

Akibat krisis ekonomi yang menerpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997,
kemampuan Pemerintah dan swasta untuk mendanai proyek-proyek termasuk proyek kelistrikan
sangat rendah, sehingga Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997
tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, maka proyek-proyek
yang telah direncanakan oleh Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara ditangguhkan atau dikaji
kembali. Kemudian Pemerintah memutuskan untuk mempercepat program restrukturisasi sektor
ketenagalistrikan. Program restrukturisasi meliputi: restrukturisasi Industri, pengenalan
kompetisi, penetapan tarif, pengembalian biaya dan subsidi, rasionalisasi dan ekspansi partisipasi
swasta, redefinisi peran pemerintah, memperkuat kerangka hukum dan pengaturan. Kebijakan
untuk merestrukturisasi sektor ketenagalistrikan mendorong perlunya dilakukan perubahan yang
mendasar atas Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, termasuk
penjabaran kebijakan listrik perdesaan yaitu perlunya pemisahan misi sosial dan misi komersial

yang jelas. Kebijakan Restrukturisasi berjalan dalam kurun lima tahun hingga tahun 2002.

Sejalan dengan makin membaiknya perekonomian Indonesia, maka kebutuhan listrik

kembali meningkat, sehingga pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun
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2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang
Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta
yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, maka proyek 26 Independent

Power Producer (IPP) yang ditunda telah selesai dinegosiasi ulang.

Pada tahun 2002 diterbitkan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan
menurut fungsi usaha. Penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui
kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan
perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberi manfaat yang adil dan merata
kepada semua konsumen. Sesuai dengan isi dalam UU No. 20/2002 tersebut, misi sosial sektor

ketenagalistrikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Namun pada tanggal 15 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi menetapkan Undang-
Undang tersebut dibatalkan berdasarkan alasan adanya konflik dengan konstitusi di Indonesia.
Interpretasi yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa Negara seharusnya
memegang kontrol pada sektor ketenagalistrikan dengan cara mengatur, memfasilitasi dan
mengoperasikannya. Lebih jauh, dikatakan bahwa fasilitas produksi listrik harus terpadu dan
tidak dimungkinkannya dilakukan unbundling dari PLN. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang
membatalkan undang undang ini, menyebabkan diberlakukannya kembali undang undang
sebelumnya yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Pemerintah secara cepat pada tanggal 16 Januari 2005 mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1989 Tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagai acuan pelaksanaan. Tujuan dari peraturan
ini adalah untuk menjadi panduan pelaksanaan UU No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
yang berlaku lagi namun tidak mempunyai kerangka pelaksanaan yang cukup sebagai arahan

untuk menghadapi kebutuhan dan tantangan kelistrikan yang ada saat ini.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. maka PT.
PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) wajib menyediakan
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menyediakan tenaga listrik dengan jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang
baik. Ketersediaan tenaga listrik yang andal dengan tingkat harga terjangkau diseluruh wilayah
Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan sektor ketenagalistrikan. Namun
demikian, luasnya wilayah geografis dan tersebarnya populasi penduduk di Indonesia

menyebabkan tidak semua wilayah mampu dijangkau dan dilayani olen PT. PLN (Persero).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
pada tanggal 23 September 2009 maka dinyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan dicabut dan tidak berlaku lagi, dimana Undang-Undang baru ini
menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga
listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik
yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
Untuk lebih meningkatkan kemarnpuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang
baru ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat
untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi
daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin

usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara
telah diantisipasi dalam Undang-Undang baru ini yang mengatur, antara lain, mengenai
pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional
yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik
untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli
tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985

tentang Ketenagalistrikan
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3.2. KONDISI KELISTRIKAN SAAT INI

Dalam perkembangan Sistem Kelistrikan Nasional dapat dibedakan dalam 2 (dua) sistem
besar yaitu sistem kelistrikan terinterkoneksi dan sistem kelistrikan terisolasi. Sistem kelistrikan
di Jawa-Madura-Bali dan Sumatera merupakan sistem yang telah berkembang dan merupakan
sistem kelistrikan yang terinterkoneksi melalui jaringan transmisi tegangan tinggi dan jaringan

transmisi tegangan ekstra tinggi.

Sistem kelistrikan di luar pulau Jawa-Madura-Bali dan Sumatera merupakan sistem
kelistrikan yang relatif belum berkembang, dimana satu sama lain belum sepenuhnya
terinterkoneksi. sistem masih terdiri dari sub-sistem dan sub-sistem kecil yang masing-masing
terpisah satu sama lain dan masih terdapat daerah-daerah terpencil yang masih berdiri sendiri dan

terisolasi (isolated system).

Total kapasitas terpasang saat ini sebesar 30.404 MW yang terdiri dari pembangkit PLN
sebesar 25.315 MW (83%) dan pembangkit swasta (IPP) sebesar 4.269 MW (14%) serta
pembangkit terintegrasi (PPU) sebesar 920 MW (3). Sedangkan prakiraan kebutuhan tenaga
listrik secara nasional adalah naik rata-rata 6,9 % pertahun, kebutuhan tenaga listrik tersebut

akan meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah dan pertumbuhan penduduk.

Saat ini banyak daerah-daerah yang mengalami krisis penyediaan tenaga listrik sehingga
dilakukan upaya menanggulangi melalui dua pendekatan, yaitu melalui Program
Penanggulangan Jangka Pendek dan Program Penanggulangan Jangka Menengah/Panjang.
Program penanggulangan jangka pendek dilakukan untuk penyelesaian krisis penyediaan tenaga
listrik secara cepat sebelum pembangkit yang sudah direncanakan selesai dibangun, sehingga
pemadaman yang terjadi dapat dihindari secepat mungkin. Program ini dilakukan melalui
kegiatan penambahan kapasitas pembangkit dan penyaluran daya melalui jaringan transmisi dan
distribusi. Penambahan daya dilakukan melalui sewa pembangkit, pembelian kelebihan kapasitas
pembangkit captive dan pengadaan pembangkit baru yang cepat masa pembangunannya. Di
samping itu dilakukan upaya pengurangan beban puncak melalui pengurangan pemakaian listrik

pada saat beban puncak. Program penanggulangan jangka menengah/panjang dengan
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pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru, baik oleh PT PLN (Persero) maupun IPP

yang memerlukan waktu konstruksi 3 - 5 tahun.

3.3. KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL TERKAIT DENGAN
PROGRAM LISTRIK PERDESAAN

Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan
penting bagi negara dalarn rnewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sehingga
Pemerintah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang merupakan
kebijakan umum dibidang ketenagalistrikan yang terpadu mencakup antara lain, prakiraan
kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, kebijakan investasi dan pendanaan, kebijakan
pemanfaatan sumber energi primer serta energi baru dan terbarukan untuk pembangkit tenaga
listrik.

Sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Pembangunan
ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang
cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalarn rangka meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Adapun Visi Pemerintah di sektor ketenagalistrikan adalah dapat melistriki seluruh rumah
tangga, desa serta memenuhi kebutuhan industri yang berkembang cepat dalam jumlah yang
cukup, transparan, efisien, andal, aman dan akrab lingkungan untuk mendukung pertumbuhan

perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sesuai visi tersebut, maka Pemerintah mengambil

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membangkitkan tenaga listrik dalam skala besar untuk masyarakat perkotaan, daerah yang
tingkat kepadatannya tinggi atau sistem kelistrikan yang besar;

b. Memberikan prioritas kepada pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan untuk
kelistrikan desa dan daerah terpencil;

c. Menjaga keselamatan ketenagalistrikan dan kelestarian fungsi lingkungan; dan

d. Memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri.
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Adapun sasaran Rasio Elektrifikasi yang ingin dicapai untuk dua puluh tahun mendatang
dan kondisinya saat ini dapat di lihat pada tabel dibawah (sesuai dengan RUKN 2008-2027)

Tabel 3.1 Rasio Elektrifikasi (%6)

PROVINSI/DAERAH/

No. WILAYAH 2007 2010 2015 2020 2025
1. NAD 74,91 76 85 100 100
2. Sumut 69,32 84 96 100 100
3. Sumbar 68,72 81 95 100 100
4, Riau dan Kepri 54,66 70 80 90 100
5. Sumatera Selatan, Jambi 49,58 56 70 80 95

dan Bengkulu
6. Lampung 47,66 60 80 91 100
7. Babel 72,45 80 90 100 100
8. Batam *) 90 100 100 100
9. Jawa-Bali-Madura 76,11 85 95 100 100
10. Kaltim 68,37 80 94 100 100
11. Kalselteng 57,86 66 79 96 100
12. Kalbar 45,65 65 81 93 99
13. Sulutenggo 54,32 59 68 88 95
14. Sulselrabar 46,56 63 70 85 96
15. NTB 31,99 50 63 70 85
16. NTT 24,24 35 42 69 84
17. Maluku dan Maluku Utara 51,59 60 75 90 100
18. Papua dan Papua Barat 32,05 50 63 75 90

Total Indonesia 64,34 67,2 79,2 90,4 93

*) Rasio elektrifikasi Batam Tahun 2007 telah tergabung dalam rasio elektrifikasi Riau dan Kepri
Sumber : RUKN 2008 - 2027

Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal
3 ayat 3 disebutkan bahwa untuk penyediaan tenaga listrik maka Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana
penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di

daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik perdesaan.

Sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) maka kebijakan
Pemerintah untuk penanganan listrik desa dan misi sosial adalah sebagai berikut : Penanganan
misi sosial dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan bantuan bagi masyarakat tidak mampu,
menjaga kelangsungan upaya perluasan akses pelayanan listrik pada wilayah yang belum

terjangkau listrik, mendorong pembangunan/pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan

Universitas Indonesia

Optimasi pendanaan..., Trois Dilisusendi, FE Ul, 2009.



38

kesejahteraan rakyat. Penanganan misi sosial diperlukan untuk dapat dilaksanakan secara

operasional melalui PT. PLN atau dilaksanakan langsung oleh Pemerintah.

3.4. PERKEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN

Program listrik perdesaan di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1976 berdasarkan
SK. Menteri PUTL No. 16/PRT/1976 tanggal 20 Oktober 1976. sebelum terbit SK tersebut,
perkembangan sistem kelistrikan di Indonesia lebih terkonsentrasi pada pengembangan listrik
perkotaan yang dipandang lebih memberikan keuntungan finansial daripada pengembangan
listrik perdesaan yang hanyalah merupakan perluasan dari listrik perkotaan ke desa-desa yang
letaknya di sekitar kota.

Program listrik perdesaan adalah program pelayanan listrik untuk konsumen yang tinggal
di desa yang tidak terletak di ibukota negara, propinsi, dan kabupaten. Tujuan program listrik
perdesaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui penyediaan tenaga
listrik untuk mendukung dan merangsang kegiatan ekonomi diperdesaan. Dalam Undang-
Undang tentang Ketenagalistrikan lebih dipertegas lagi bahwa pembangunan ketenagalistrikan
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
baik rakyat yang tinggal di daerah perkotaan maupun diperdesaan, serta untuk mendorong
peningkatan kegiatan ekonomi, sehingga bukan hanya masyarakat perkotaan saja yang perlu

mendapat program Kkelistrikan tetapi masyarakat desapun perlu mendapat program tersebut.

Pada Tahun Anggaran 1977/78, tahun pertama dilaksanakan program listrik perdesaan,
jumlah pelanggan yang berhasil dilistriki sebanyak 3800 pelanggan, desa terlistriki sebanyak 76
desa. Pada akhir Pelita Il (31 Maret 1979), dua tahun setelah program listrik perdesaan
diintensifkan, terdapat sekitar 280.000 pelanggan, desa terlistriki mencapai 2.244 desa. Pada
akhir Pelita 111(31 Maret 1984) jumlah pelanggan mencapai 1,4 juta, desa terlistriki meningkat
menjadi 7.636 desa. Pada akhir Pelita 1V(31 Maret 1989) meningkat lagi menjadi 4,7 juta
pelanggan, desa terlistriki 18.794 desa.
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Perkembangan listrik perdesaan pada Pelita VV dan selanjutnya terdapat dalam Tabel

berikut ini :
Tabel 3.2. Perkembangan Listrik Perdesaan
Jumlah Jumlah Jumlah Desa Terlistriki
Tahun Rumah Seluruh pelanggan Jumlah %
Tangga Desa Desa
(KK)

Repelita V
1989/1990 36.558.390 61.975 5.419.695 20.612 33,26
1990/1991 37.426.575 61.975 6.361.644 23.316 37,62
1991/1992 37.983.818 61.975 6.844.035 25.112 40,52
1992/1993 38.705.512 61.975 7.562.512 27.090 43,71
1993/1994 39.722.000 61.975 8.916.716 31.991 51,62
Repelita VI
1995 42.452.869 61.975 11.911.897 38.272 61,75
1996 43.118.021 61.975 13.929.505 42.724 68,94
1997 43.780.478 61.975 16.056.144 45.364 73,20
1998 44.439.870 61.975 17.755.276 47.881 77,26
1999 49.904.300 61.975 18.561.907 48.439 82,74
2000 51.513.364 | 58.545 19.264.138 49.155 83,96
2001 53.503.170 60.049 19.905.503 49.476 82,39
2002 55.040.999 66.215 20.060.172 48.251 78,55
2003 56.562.731 62.937 29.997.554 53.622 85,20
2004 58.250.500 63.093 31.095.970 54.421 86,26
2005 59.514.636 65.961 32.174.485 55.213 87,51
2006 56.343.583 71.555 33.118.324 65.232 91,16
2007 55.376.392 71.555 35.629.804 65.776 91,92

Sumber : Statistik Ketenagalistrikan dan Energi Tahun 2007

Saat ini ada empat pihak yang terlibat dalam program listrik perdesaan seperti pada

gambar 3.1. dibawah, yaitu : Pemerintah Pusat yang menyediakan dana APBN untuk program

listrik perdesaan, Pemerintah Daerah yang mengetahui kebutuhan listrik daerahnya dan juga

menyediakan dana APBD-nya, PT. PLN sebagai produsen yang menyediakan tenaga listrik dan

memiliki jaringan listrik, sehingga untuk daerah yang tidak terlalu jauh dapat dilakukan melalui

perluasan jaringan (on grid) dan Satker Lisdes sebagai pelaksana program listrik perdesaan yang

dibentuk Pemerintah yang juga merupakan staf PT. PLN.

Universitas Indonesia

Optimasi pendanaan..., Trois Dilisusendi, FE Ul, 2009.



40

PT.PLN | ,| Pemerintah Pemerintah

- Pusat Daerah
A

A 4

A 4

Satker Lisdes

Gambar 3.1. Hubungan antara Stakeholder dalam Program Listrik Perdesaan

3.4.1. Perencanaan Program Listrik Perdesaan

Perencanaan Program listrik perdesaan dilakukan setiap tahun anggaran dengan cara

sebagai berikut :

Pemerintah Pusat cqg. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (DJLPE) setiap
awal tahun meminta data ke Pemerintah Daerah untuk usulan program listrik perdesaan
tahun berikutnya.

Pemerintah Daerah mengirimkan usulan program listrik perdesaan termasuk ketersediaan
feasibility study dan detail design untuk PLTMH.

Baik ada atau tidak ada usulan dari Pemerintah Daerah, maka Direktorat Jenderal Listrik
dan Pemanfaatan Energi tetap membuat program listrik perdesaan dengan azas keadilan
dimana besar pagu anggaran setiap satker lisdes disesuaikan dengan kondisi rasio
elektrifikasi setiap daerah, dimana daerah yang memiliki rasio elektrifikasi kecil akan
mendapatkan pagu anggaran yang lebih besar secara proporsional.

Mulai tahun 2009, usulan Pemerintah Daerah yang berupa jaringan akan diserahkan oleh
Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi ke PT. PLN termasuk dengan
anggarannya, karena yang mengetahui kondisi jaringan dilapangan adalah PT. PLN.
Satker lisdes bertugas sebagai pelaksana program listrik perdesaan, dan juga
mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan kelistrikan daerah setempat seperti
potensi energinya, ketersediaan feasibility study dan detail design PLTMH, kebutuhan

akses listrik, dan sebagainya.
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Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi bersama satker lisdes membahas

program lisdes atas usulan Pemerintah daerah dengan melihat data ketersediaan

feasibility study dan detail design PLTMH, dan data potensi energi.

Program lisdes yang sudah jadi diserahkan ke masing-masing Satker lisdes untuk

dilaksanakan dan diajukan anggarannya ke Departemen Keuangan.

Saat ini program listrik perdesaan dilaksanakan oleh 28 Satuan Kerja (Satker) di seluruh

Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) berasal dari staf PT. PLN, yang meliputi :

1.

© © N o a B~ 0N
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Satker Lisdes Nanggroe Aceh Darussalam
Satker Lisdes Sumatera Utara

Satker Lisdes Sumatera barat

Satker Lisdes Riau

Satker Lisdes Jambi

Satker Lisdes Sumatera Selatan

Satker Lisdes Bangka belitung

Satker Lisdes Bengkulu

Satker Lisdes Lampung

. Satker Lisdes Banten

. Satker Lisdes Jawa Barat

. Satker Lisdes Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Y ogyakarta
. Satker Lisdes Jawa Timur

. Satker Lisdes Kalimantan Barat

. Satker Lisdes Kalimantan Tengah
. Satker Lisdes Kalimantan Timur
. Satker Lisdes Kalimantan Selatan
. Satker Lisdes Sulawesi Utara

. Satker Lisdes Sulawesi Tengah

. Satker Lisdes Sulawesi selatan

. Satker Lisdes Gorontalo

. Satker Lisdes Sulawesi Tenggara
. Satker Lisdes Bali
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24. Satker Lisdes Nusa Tenggara Barat
25. Satker Lisdes Nusa Tenggara Timur
26. Satker Lisdes Maluku Utara

27. Satker Lisdes Maluku

28. Satker Lisdes Papua

3.4.2. Implementasi Program Listrik Perdesaan

Implementasi dari program listrik perdesaan adalah pemilihan pembangkit tenaga listrik
yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah satker lisdes. Seperti diketahui bahwa listrik
adalah energi sekunder yang didapatkan dari perubahan energi primer seperti panas matahari dan
angin, sehingga diperlukan proses pembangkitan listrik. Adapun Kebijakan Pemerintah dalam
penggunaan pembangkit listrik untuk listrik perdesaan adalah :

e Menghindarkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan mendorong
pemanfaatan energi setempat dengan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan;
energi terbarukan merupakan salah satu sumber energi yang umumnya tersedia di seluruh
wilayah Indonesia.

e Pengembangan sistem Kelistrikan mandiri (isolated system) pada daerah-daerah yang
terpencil dengan pemanfaatan potensi energi setempat seperti pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) serta
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

3.4.2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah suatu pembangkit listrik yang
memanfaatkan energi surya untuk menghasilkan energi listrik. Dalam peta energi panas dunia,
dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi panas yang menengah (1.000 — 2.000 Kwh/
m?) sehingga seluruh wilayah Indonesia berpotensi untuk dapat menggunakan PLTS sebagai

sumber tenaga listrik.

Disesuaikan dengan kondisi lapangan maka PLTS yang digunakan pada listrik perdesaan
melalui dua pola, yaitu :

1. Pola terpusat
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Pola terpusat merupakan PLTS Komunal yaitu PLTS dengan kapasitas yang lebih besar
sekitar 10 KWp sehingga dapat digunakan oleh banyak rumah tangga. Pola ini diterapkan
apabila letak rumah-rumah penduduk terpusat.
2. Pola tersebar

PLTS Tersebar adalah Solar Home System (SHS) yaitu PLTS dengan kapasitas kecil (50
Wp) yang diperuntukan untuk satu buah rumah yang sangat sederhana hanya
menggunakan 3 lampu TL. Pola tersebar ini diterapkan apabila letak rumah-rumah
penduduk menyebar dengan jarak yang cukup jauh. Adapun layout sistem PLTS tersebar

dapat dilihat pada gambar 3.2. dibawah ini :
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Gambar 3.2. Layout Sistem PLTS Tersebar
(Sumber : Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)

3.4.2.2. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan suatu pembangkit listrik yang
memanfaatkan kecepatan angin untuk menggerakan turbin angin. Energi mekanik dari putaran

poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator.

Dalam pembangunan PLTB yang harus diperhatikan adalah memiliki potensi energi
angin yang cukup untuk pemanfaatan dengan kapasitas tertentu, yang dapat dikelompokkan

dalam skala kecil, menengah dan besar. Dimana Potensi energi angin di Indonesia secara umum
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kecil karena kecepatan angin pada umumnya rendah, yaitu antara 3 - 5 m/detik. Untuk beberapa
daerah tertentu, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, seperti: Nusa Tenggara Timur (NTT),
Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan dan Tenggara mempunyai kecepatan angin lebih
dari 5 m/detik sehingga berpotensi untuk pembangunan PLTB skala kecil. Dimana untuk daerah

dengan kecepatan angin > 5 m/detik dalam 1 km2 dapat dibangkitkan daya sebesar 6-7 MW

Wwrind
Turbine

Turbine gonirnller
Storage System

.Gambar 3.3. Layout Sistem PLTB
(Sumber : Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)

3.4.2.3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala
kecil yang menggunakan tenaga air di bawah kapasitas 500 kW yang dapat berasal dari saluran
irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunnya dan jumlah debit
air. PLTMH merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan, hal ini didasarkan pada pertimbangan (1) aspek teknologi yang konstruksinya
relatif sederhana, mudah dalam perawatan dan biaya operasional yang rendah (2) Aspek
lingkungan yang ramah terhadap lingkungan, karena tidak menghasilkan polusi udara atau

limbah lainnya, dan tidak merusak ekosistem sungai.

Umumnya PLTMH adalah pembangkit listrik tenaga air jenis run-of-river di mana head
diperoleh tidak dengan cara membangun bendungan besar, tetapi dengan mengalihkan sebagian

aliran air sungai ke salah satu sisi sungai dan menjatuhkannya lagi ke sungai yang sama pada
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suatu tempat dimana head yang diperlukan sudah diperoleh. Pemanfaatan energi potensial
tenaga air dilakukan dengan mengalirkan sejumlah air dari sebuah reservoir melalui pipa pesat
(penstock), air diterjunkan untuk memutar turbin yang berada di dalam rumah pembangkit (lihat

Gambar 3.4.). Energi mekanik dari putaran poros turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh

/_._ Bangunan
Bak Pene\nang »_— Penyadap

sebuah generator.

Saluran
embawa

£ W\
Runbv =
Pembangk I o

Gambar 3.4. Layout Sistem PLTMH
(Sumber : Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi)

Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan PLTMH untuk program
listrik perdesaan agar pembangunan tersebut dapat memberikan manfaatkan secara optimal dan
berkelanjutan., yaitu :

- Daerah tersebut harus memiliki potensi energi air yang cukup sehingga harus dilakukan

pengukuran air pada musim kemarau untuk menjamin ketersediaan air sepanjang tahun.

- Harus memiliki Feasibility Study atau studi kelayakan untuk membangun PLTMH dan
Detail Design atau design teknis pembangunan PLTMH yang biasanya hal ini dilakukan
oleh Pemerintah Daerah setempat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan
ketenagalistrikan, sehingga Program Listrik Perdesaan hanya menyediakan pendanaan
bagi PLTMH yang sudah siap dan layak untuk dibangun.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian program listrik perdesaan ini dilakukan secara
deskriptif yang menyajikan penggambaran atau potret suatu kondisi dan situasi yang sebenarnya
dari permasalahan program listrik perdesaan yang terjadi berdasarkan fakta yang diperoleh pada
tahun 2008 — 2009. Dimana pada Bab III sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana perencanaan

dan implementasi listrik perdesaan.

Penelitian program listrik perdesaan ini dilakukan untuk seluruh Indonesia yang
dilakukan oleh 28 satker lisdes, sehingga mengingat pagu anggaran sudah ditentukan besarnya
yang berbanding terbalik dengan besarnya rasio elektrifikasi dimana semakin besar rasio
elektrifikasinya (makin banyaknya jumlah akses listrik di wilayah tersebut) maka semakin kecil
pagu anggaran listrik perdesaaanya sesuai dengan azas keadilan, dan mengingat kondisi masing-
masing wilayah satker lisdes yang berbeda-beda maka penelitian ini dilakukan dengan meneliti
masing-masing satker lisdes apakah program listrik perdesaan didaerah tersebut sudah optimal
atau belum. Sehingga untuk mendapatkan program listrik perdesaan yang optimal untuk seluruh

Indonesia didapat dengan menggabungkan hasil optimasi untuk ke-28 satker lisdes tersebut.

Gambar 4.1. dibawah menjelaskan metodologi penelitian untuk mengetahui apakah
program listrik perdesaan sudah optimal atau belum dengan membandingkan program listrik
perdesaan yang berjalan saat ini untuk tahun 2008 — 2009 untuk masing-masing satker lisdes
dengan hasil optimasinya menggunakan program linear integer. Apabila tidak terdapat deviasi
atau perbedaan maka program listrik perdesaan pada satker lisdes tersebut sudah optimal dan
sebaliknya apabila ada deviasi maka program listrik perdesaan pada satker lisdes tersebut belum

optimal dan dapat ditingkatkan dengan menggunakan program linear integer.

Pada gambar 4.1. dibawah untuk mendapatkan optimasi maka digunakan model program

linear integer yang dilakukan dengan melihat kendala dan keterbatasan yang ada untuk masing-
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masing satker lisdes sehingga ada 28 model program linear integer yang dibuat untuk setiap
tahun atau total 56 model untuk tahun 2008-2009. Dengan bantuan program LINDO maka model

program linear integer tersebut diselesaikan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Kendala dan Keterbatasan

l

Model Program Linear Integer

!

Program Listrik Perdesaan Hasil Optimasi Program Listrik
Satker Lisdes A Perdesaan Satker Lisdes A

tidak Program Listrik Perdesaan
Satker Lisdes A sudah optimal

ya

Program Listrik Perdesaan
Satker Lisdes A belum optimal

Gambar 4.1. Metodologi Penelitian

4.2. HIPOTESA PENELITIAN

Hipotesa dari penelitian ini adalah : program listrik perdesaan yang berjalan saat ini

masih belum optimal.

Maka untuk dapat membuktikan hipotesa ini perlu dilakukan penggumpulan data yang
terkait seperti data potensi energi, data harga pembangkit, data ketersediaan feasibility study dan
detail design PLTMH, data usulan permintaan Pemerintah Daerah serta dilakukan analisa lebih
lanjut menggunakan metode optimasi dari program linear dengan membuat model program

linear integernya.

Universitas Indonesia

Optimasi pendanaan..., Trois Dilisusendi, FE Ul, 2009.



48

4.3. VARIABEL PENELITIAN

Variabel adalah sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian, karena yang ingin
diteliti adalah program listrik perdesaan yang berisikan jumlah, kapasitas dari jenis pembangkit
tenaga listrik yang digunakan serta anggaran yang tersedia. Maka jenis pembangkit tenaga listrik
yang digunakan dan anggarannya untuk setiap satker lisdes digunakan sebagai variabel
penelitian dengan kendala-kendala yang ada sebagai batasannya sebagaimana dijelaskan lebih

lanjut dalam model program linear integernya.

4.4. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang diperlukan dalam menganalisa optimasi pendanaan program listrik
perdesaan adalah data-data Program Listrik Perdesaan Tahun 2008 - 2009, biaya pembangkitan,
jenis Pembangkit, data potensi energi, ketersediaan feasibility study dan detail design untuk
PLTMH, serta data permintaan Pemerintah Daerah terhadap listrik perdesaan. Data-data tersebut

adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak lain yang bukan sumber pertama.

Adapun sumber data-data diatas diperoleh dari Direktorat Pembinaan Program
Ketenagalistrikan, DJLPE; dan data pendukung lain yang bersumber dari PT. PLN, Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta Biro Pusat Statistik (BPS).

4.4.1. Data Program Listrik Perdesaan Tahun 2008-2009

Ini adalah data program listrik perdesaan yang dilaksanakan oleh seluruh Satker Lisdes
pada tahun 2008 dan tahun 2009. Data ini berisikan jenis pembangunan pembangkit listrik yang
digunakan dan jumlahnya serta kapasitasnya berikut jumlah pagu untuk masing-masing satker
lisdes. Program listrik perdesaan inilah yang akan dibandingkan dengan program listrik

perdesaan hasil optimasi menggunakan program linear. Data lengkap lihat di lampiran I Data.

Untuk program listrik perdesaan tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran I Data, Tabel 1.1,
dimana jenis pembangkit yang ada adalah PLTS Tersebar, PLTS terpusat, PLTB, PLTMH dan
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PLTB HS, dimana PLTB Home Systems (HS) hanya digunakan di Satker Lisdes Jawa Timur
sebagai prototype. Dengan total pagu anggaran seluruh Indonesia adalah sebesar Rp.
380.807.363.000,-.

Untuk program listrik perdesaan tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran I Data, Tabel 1.2,
dimana jenis pembangkit yang ada adalah PLTS Tersebar, PLTS terpusat, PLTB, dan PLTMH.
Dengan total pagu anggaran seluruh Indonesia adalah sebesar Rp. 658.743.690.000,-.

4.4.2. Data Potensi Energi

Berisikan data potensi energi terbarukan yang dapat digunakan untuk membangkitkan
listrik, dimana untuk energi surya pada bab III sudah dijelaskan bahwa semua wilayah Indonesia
memiliki potensi energi yang cukup. Untuk potensi energi angin dapat dilihat pada Lampiran I
Data, tabel 1.3. yang berisikan lokasi dan propinsi serta kecepatan angin dimana hanya ada 5
propinsi yang memiliki potensi angin yaitu : Propinsi NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi

Selatan dan Maluku.

Untuk data potensi energi air PLTMH dapat dilihat pada Lampiran I Data, tabel 1.4. yang
berisikan jumlah lokasi, dan total potensi energi air pada seluruh propinsi, dimana hampir
seluruh propinsi memiliki potensi energi air untuk PLTMH kecuali propinsi Bangka Belitung,
Banten dan DKI Jakarta, dengan jumlah lokasi sebanyak 274 lokasi dan total potensi energi
sebesar 298.470 KW.

4.4.3. Data Permintaan Pemerintah Daerah

Berisikan data jenis pembangkit, berikut jumlah pembangkit dan ketersediaan Feasibility
Study dan Detail Design untuk PLTMH yang diusulkan pada program listrik perdesaan oleh
Pemerintah Daerah. Untuk data permintaan Pemerintah Daerah pada program lisdes 2008 dapat
dilihat pada lampiran I Data, tabel 1.5., dimana jumlah total PLTS tersebar yang diminta
sebanyak 158.536 unit, PLTS terpusat 1 unit dengan kapasitas 10KW, PLTB tidak ada
permintaan dan PLTMH di 142 lokasi dengan kapasitas 25.132 KW.
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Untuk data permintaan Pemda pada program lisdes 2009 dapat dilihat pada lampiran I
Data, tabel 1.6., dimana jumlah total PLTS tersebar yang diminta sebanyak 65.652 unit, PLTS
terpusat 5 unit dengan kapasitas total 45 KW, PLTB 2 unit dengan kapasitas total 80 KW dan
PLTMH di 54 lokasi dengan kapasitas 2.642 KW.

4.4.4. Data Ketersediaan Feasibility Study (FS) dan Detail Design (DD) untuk PLTMH

Salah satu syarat agar PLTMH dapat dibangun adalah harus tersedia Feasibility Study
dan Detail Design, dimana biasanya hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian
dari partisipasi Pemerintah Daerah terhadap ketenagalistrikan. Data ini berisikan lokasi PLTMH
yang sudah memiliki Feasibility Study dan Detail Design serta kapasitas pembangkitnya

diseluruh Indonesia..

Untuk ketersediaan Feasibility Study dan Detail Design pada program lisdes tahun 2008
dapat dilihat pada Lampiran T Data Tabel 1.7. Dimana ada 7 propinsi yang tidak memiliki
Feasibility Study dan Detail Design untuk PLTMH yaitu : Propinsi NAD, Bangka Belitung,
Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Bali, dan Maluku Utara. Sehingga untuk ke-7

propinsi tersebut tidak ada pembangunan PLTMH.

Untuk ketersediaan Feasibility Study dan Detail Design pada program lisdes tahun 2009
dapat dilihat pada Lampiran I Data Tabel 1.8. Dimana ada 3 propinsi yang tidak memiliki
Feasibility Study dan Detail Design untuk PLTMH yaitu : Propinsi NAD, Banten, dan Sulawesi
Tenggara. Sehingga untuk ke-3 propinsi tersebut tidak ada pembangunan PLTMH.

4.4,5. Data Harga Pembangkit

Berisikan data harga pembangkit PLTS tersebar yang harganya berbeda-beda untuk
setiap satker lisdes sesuai lokasi, dimana untuk daftar harga PLTS tersebar 50 Wp dapat dilihat
pada Lampiran [ Data, Tabel 1.9, yang berisikan daftar harga PLTS untuk setiap satker lisdes
pada tahun 2008 dan tahun 2009.
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Untuk pembangkit jenis lain berharga :

e PLTS Terpusat berharga sama untuk seluruh satker lisdes yaitu Rp. 3.850.000.0000 untuk
kapasitas 10 KW.

e PLTB berharga sama untuk seluruh satker lisdes yaitu Rp. 4.000.000.000 untuk kapasitas
40 KW

e PLTMH berharga sama untuk seluruh satker lisdes yaitu Rp. 27.500.000 untuk kapasitas
1 KW

e PLTB Home Systems (HS) hanya dipakai untuk program lisdes tahun 2008 di Satker
Lisdes Jawa Timur sebagai prototype, berharga Rp.6.500.000 untuk kapasitas 50 Wp.

4.5. PENDEKATAN PROGRAM LINEAR

Langkah selanjutnya setelah data yang diperlukan sudah dikumpulkan dan diolah maka
dilakukan analisa optimasi menggunakan program linear. Pemecahan persoalan program linear
dimulai dengan gambaran verbal lingkungan permasalahan, identifikasi tujuan yang hendak
dipakai, sumber daya yang tersedia, kebutuhan yang harus dipenuhi dan semua data relevan yang
mengukur semua aspek lingkungan. Proses konversi kata-kata dan data angka kedalam ekspresi
matematik untuk menjabarkan hubungan relevan antara tujuan dan batasannya disebut sebagai
modelling atau pembuatan model, dan menghasilkan gambaran matematik permasalahan yang

disebut model.

Setelah masalah diidentifikasi secara benar, deskripsi verbal harus diubah menjadi
pernyataan matematis. Berikut ini adalah langkah-langkah merumuskan model Program linear:
Langkah 1 : Identifikasi variable keputusan
Langkah 2 : Identifikasi koefisien fungsi tujuan
Langkah 3 : Buat fungsi tujuan dalam bentuk kombinasi linear dari variabel keputusannya
Langkah 4 : Identifikasi ketersediaan sumber daya secara akurat
Langkah 5: Hubungkan ketersediaan sumber daya dengan pemanfaatan sumberdaya
Langkah 6: Buat kendala untuk model tersebut dalam bentuk kombinasi linear dari variabel

keputusannya

Model program linear disusun atas tiga bagian yaitu :
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1. Variabel keputusan, jumlah atau kuantitas yang tengah dihadapi pembuat keputusan yang
harus ditentukan nilai optimalnya, variabel itu sendiri harus berbentuk non negatif (>0)

2. Fungsi Kendala, merupakan unsur-unsur proses yang membatasi kemungkinan nilai
variabel keputusan yang dapat diambil. Hubungan antara ruas kiri dan ruas kanan dapat
berbentuk >> <<, dan =, namun dalam bentuk standar harus dalam bentuk =. Untuk itu
pada kendala dengan hubungan < ditambahkan variabel slack pada ruas kiri dan
dikurangi variabel surplus pada kendala dengan hubungan >.

3. Fungsi tujuan adalah sejumlah fungsi variabel keputusan yang memenuhi syarat atau

kendala, yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan.

4.5.1 MODEL PROGRAM LINEAR INTEGER

Optimasi bertujuan untuk mengalokasikan sumber dana yang terbatas sehingga
didapatkan akses listrik yang sebanyak mungkin dengan pemilihan program listrik perdesaan
seluruh Indonesia yang paling optimal seperti pemilihan jenis pembangkit, adanya potensi energi

setempat, ketersediaan Feasibility Study dan Detail Design PLTMH.

Tujuan utama program listrik perdesaan adalah memberikan akses tenaga listrik sebanyak
mungkin kepada seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai keterbatasan yang ada seperti
pendanaan. Sehingga optimasi pendanaan disini bermaksud untuk mendapatkan program listrik
perdesaan yang optimal dengan tujuan memaksimumkan akses tenaga listrik yang didapat
dengan keterbatasan dana pemerintah yang ada.

Asumsi-Asumsi yang digunakan dalam pembuatan Model Program Linear
Untuk Pembangunan suatu pembangkit diperlukan sebagai berikut :
e PLTS tersebar dan PLTS terpusat tidak memerlukan Feasibility Study dan Detail Design
serta seluruh wilayah Indonesia cukup memiliki potensi energi surya, dimana :

- PLTS tersebar memiliki kapasitas SOWp untuk 1 akses listrik

- PLTS terpusat dengan kapasitas 10 KWp untuk 200 akses listrik

e PLT Bayu tidak memerlukan Feasibility Study dan Detail Design tapi harus ada potensi
energi angin, dimana kapasitas 40 KW untuk 800 akses listrik
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PLTMH harus ada Feasibility Study dan Detail Design serta potensi energi air, dimana
kapasitas PLTMH 1KW untuk 20 akses listrik.

Sesuai dengan langkah pembuatan model program linear diatas dan penjelasan pada Bab

Il sebelumnya mengenai contoh program linear integer dan model program linear yang

digunakan pada listrik perdesaan (model Silva dan Nakata) serta seluruh data untuk program

listrik perdesaan tahun 2008-2009 untuk seluruh Indonesia (sebanyak 28 Satuan kerja Lisdes),

maka permasalahan program listrik perdesaan diformulasikan menjadi model secara umum untuk

setiap satker lisdes, yaitu :

l.

Variabel Keputusan

X4 = banyaknya PLTS tersebar yang digunakan
X2 = banyaknya PLTS terpusat yang digunakan
X3 = banyaknya PLT Bayu yang digunakan (harus ada potensi energi angin)

X4n = banyaknya PLTMH yang digunakan (harus ada FS,DD serta potensi energi air),
n =a,b,c,...., adalah varian dari PLTMH disesuaikan dengan kapasitasnya.

Xs = banyaknya PLTB HS yang digunakan, dimana hanya ada pada model satker
lisdes Jawa Timur pada tahun 2008 sebagai prototype.

Fungsi Obyektif / Tujuan

Memaksimumkan akses listrik yang didapat

Max Z = AX; + BX, + CX; + DXy, + EXj 3.1
Dimana :

A,B,C,D, dan E adalah jumlah akses listrik yang didapat untuk setiap jenis pembangkit

Kendala (subject to) yang harus dipenuhi adalah kendala pagu anggaran untuk setiap
satker lisdes, biaya dan jenis pembangkitan, ada tidaknya potensi energi setempat, dan
permintaan Pemda serta ketersediaan Feasibility Study dan Detail Design PLTMH

Pagu ) MX; + NX; + OX3 + PX4, + QX5 < Pagu anggaran satker lisdes

X) X; + X, + X3 + X4 + X5 > 0 (Harus ada jenis pembangkit yang dipilih)

X1)X < Jumlah PLTS tersebar yang diminta Pemda
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X2)X,< Jumlah PLTS terpusat yang diminta Pemda

X3)X3< Jumlah PLTB yang diminta Pemda tapi harus ada potensi energi angin

X4)X4< Jumlah PLTMH yang diminta Pemda dan harus ada FS dan DD

M,N,O,P,Q adalah harga pembangkit (dalam ribuan rupiah)

X1,X2,X3,X4n dan X5 adalah integer dan dilambangkan dengan Gin yaitu General Integer
sehingga menjadi Gin X, Gin X3, Gin X3, Gin X4, danGin X

Dari pemodelan secara umum diatas, maka dilakukan pemodelan yang disesuaikan
dengan kondisi masing-masing satker lisdes untuk setiap tahun (dengan melihat lampiran I Data
untuk masing-masing satker lisdes), yang berarti pada setiap tahun ada sebanyak 28 model,

sehingga untuk kurun waktu 2008-2009 ada total sebanyak 56 model, yaitu:

4.5.1.1. Model Program Linear Integer Untuk Program Listrik Perdesaan Tahun 2008
1. Satker Lisdes NAD
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar, tidak ada FS dan DD untuk PLTMH tapi utk potensi air ada sehingga X4
= 0 serta potensi energi angin tidak ada sehingga X3 = 0, maka modelnya menjadi :
Max X; + 200X, (3.2)
s.t.
Pagu)7116X, + 3850000 X,<14730120
X)X; + X, >0
Gin X, Gin X3

2. Satker Lisdes Sumatera Utara
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 1923 unit, sehingga X;<1923, ada FS dan DD untuk 1 tempat
dengan kapasitas 100 Kw dan ada potensi air sehingga X4 <1 (100 Kw = 2000 akses)
serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :
Max X; + 200X, +2000X4 (3.3)
S.t.
Pagu)7037X,; +3850000X; + 2750000X4 <12510319
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X)X + X, + X4>0
X1)X<1923

X4)X4<1

Gin X, Gin X5, Gin X4

3. Satker Lisdes Sumatera Barat

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 1870 unit, sehingga X;<1870, ada FS dan DD untuk kapasitas
90Kw (1 tempat) dan 30Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X4, <1 (90 Kw =
1800 akses) dan X4,<1 (30 Kw = 600 akses), serta potensi energi angin tidak ada , X5 =0,
maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +1800X4, + 600X 4, (3.4)

S.t.

Pagu)6928X,; +3850000X; + 2475000X4, + 825000X4, <13511872

X)X+ Xo + Xy + Xgp >0

X1)X<1870

X)X o<1

Xap)X4p=1

Gin X, Gin X5, Gin Xy,, Gin X4y

4. Satker Lisdes Riau

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 3969 unit, sehingga X;<3969, ada FS dan DD untuk kapasitas
39Kw (1 tempat) dan 65Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X4, <1 (39 Kw =
780 akses) dan X4,<1 (65 Kw = 1300 akses), serta potensi energi angin tidak ada , X5 =0,
maka modelnya menjadi :

Max X, + 200X, +780X4, + 1300X 4y (3.5.)

S.t.

Pagu)6970X; +3850000X; + 1072500X4, + 1787500X 4, <13795930

X)X+ Xo + Xsa + Xgp >0

X1)X1<3969
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X4a)X4a<1
Xap)Xap=<1
Gin Xl, Gin Xz, Gin X4a, Gin X4b

5. Satker Lisdes Jambi

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 2860 unit, sehingga X,<2860, ada FS dan DD untuk 2 tempat
dengan kapasitas 100Kw dan ada potensi air sehingga X4 <2 (100 Kw = 2000 akses),
serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +2000X4 (3.6.)

S.t.

Pagu)6938X; +3850000X, + 2750000X, <10217840

X)X+ X+ Xe>0

X)X <2860

X)X4=2

Gin X, Gin X5, Gin X4

6. Satker Lisdes Sumatera Selatan

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 1950 unit, sehingga X;<1950, ada FS dan DD untuk 1 tempat
dengan kapasitas 100Kw dan ada potensi air sehingga X4 <I (100 Kw = 2000 akses),
serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X, + 200X, +2000X4 (3.7.)

S.t.

Pagu)6948X; +3850000X,; + 2750000X,4 <14408744

X)X+ X+ X4 >0

XX <1950

X4)Xs<1

Gin X, Gin X,, Gin X4
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7. Satker Lisdes Bangka Belitung
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, tidak ada FS dan DD tapi utk potensi air ada sehingga X4 = 0, serta
potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :
Max X, + 200X, (3.8
S.t.
Pagu)6970X; +3850000X, < 9005240
X)X; +X,>0
Gin X, Gin X,

8. Satker Lisdes Bengkulu

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 5000 unit, sehingga X;<5000, ada FS dan DD untuk 1 tempat
dengan kapasitas 80Kw dan ada potensi air sehingga X4<1 (80 Kw = 1600 akses), serta
potensi energi angin tidak ada , X5 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X; +200X; +1600X4 (3.9)

S.t.

Pagu)6938X; +3850000X, + 2200000X4 <10213390

X)X + X, + X4>0

X)X <5000

XX4<1

Gin X, Gin X,, Gin X4

9. Satker Lisdes Lampung
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 2580 unit, sehingga X;<2580, ada FS dan DD untuk kapasitas
21Kw (1 tempat) dan kapasitas 17Kw (1 tempat) serta ada potensi air sehingga X, <1
(21 Kw =420 akses) dan X4,<1(17Kw = 340 akses), serta potensi energi angin tidak ada ,
X3 =0, maka modelnya menjadi :
Max X; + 200X, + 420Xy, + 340X 4 (3.10.)

S.t.
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Pagu)6871X; +3850000X, + 577500X4, + 467500X 4 <9674704
X)X, + X + Xaa + Xap >0

X1)X1<2580

X4a)X42<1

Xap)Xgp<1

Gin X, Gin X5, Gin Xy,, Gin Xyp

Satker Lisdes Banten
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 3037 unit, sehingga X;<3037, tidak Ada FS dan DD dan ada
potensi air sehingga X4=0, serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya
menjadi :

Max X, + 200X, (3.11.)

S.t.

Pagu)6781X; +3850000X, <8337414

X)X; + X, >0

X1)X1<3037

Gin X, Gin X»

Satker Lisdes Jawa Barat
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 1006 unit, sehingga X;<1006, ada FS dan DD untuk kapasitas
40Kw (1 tempat), 11Kw (1 tempat) dan 4Kw (1 tempat) serta ada potensi air sehingga
X4.<1 (40 Kw = 800 akses), X4,<I(11Kw=220 akses) dan X4.<1(4Kw=80 akses), serta
potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X + 200X, + 800X4, + 220X 41 + 80X 4, (3.12)

S.t.

Pagu)6781X; +3850000X, + 1100000X4, + 302500X 4, + 110000X 4, <7141871

X)X+ Xp + Xy + Xagp + Xuc>0

X1)X<1006

X4a) X<l
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Xap)Xap<l1
X4C)X4c§1
Gin Xl, Gin Xz, Gin X4a, Gin X4b, Gin X4c

Satker Lisdes Jawa Tengah dan DIY
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 1018 unit, sehingga X;<1018, ada Permintaan Pemda untuk
PLTS terpusat 1 unit dengan kapasitas 10Kw, sehingga X,<1, ada FS dan DD untuk 2
tempat dengan kapasitas 40Kw dan kapasitas 37Kw dan ada potensi air sehingga X4,<I
(40 Kw = 800 akses) dan X4,<1 (37 Kw = 740 akses) serta potensi energi angin tidak ada
, X3 =0, maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +800X4, + 740X 45, (3.13)

S.t.

Pagu)6871X; +3850000X; + 1100000X4, + 1017500X 4, < 7589056

X)X+ X + Xsa + Xp>0

XXi<1018

X)X<1

Xga)Xaa<1

Xap)Xgp<1

Gin X, Gin X5, Gin Xy,, Gin Xyp

Satker Lisdes Jawa Timur
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada Permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 1200 unit, sehingga X;<1200, ada FS dan DD untuk kapasitas
24Kw (1 tempat), 8Kw (1 tempat) dan 7Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga
X4,<1 (24 Kw = 480 akses), X4,<I (8 Kw = 160 akses) dan X4.<1 (7 Kw = 140 akses),
serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0 tapi menggunakan PLT angin HS 50 W (Xs),
maka modelnya menjadi :

Max X, + 200X, + 480X4, + 160X 4 + 140X4. + X5 (3.14))

S.t.

Pagu)6871X;+3850000X,+660000X4,+220000X 4, +192500X 4. +6500X5 <7903415
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X)X+ Xo + Xag +Xgp + Xy + X5 >0

X1<1200

X4a)X42<1

Xyp)X4p<1

Xa0)Xae<1

Gin X, Gin X5, Gin Xy,, Gin Xyp, Gin X4, Gin X5

Satker Lisdes Kalimantan Barat
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 10000 unit, sehingga X;<10000, tidak ada FS dan DD dan ada
potensi air sehingga X4 =0, serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya
menjadi :

Max X, + 200X, (3.15)

S.t.

Pagu)6938X; +3850000X, < 11350568

X)X; + X, >0

X1)X1<10000

Gin X, Gin X»

Satker Lisdes Kalimantan Tengah
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 3000 unit, sehingga X;<3000, ada FS dan DD dengan kapasitas
32Kw (1 tempat) dan 38 Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X4, <1 (32 Kw =
640 akses) X4<1(38 Kw = 760 akses), serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka
modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +640X4, + 760X 4 (3.16.)

S.t.

Pagu)6982X; +3850000X, + 880000X4, + 1045000X 4, <14478636

X)X+ Xy + X4a + Xap>0

X1)X1<3000

X4a) X<l
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Xap)X4p=1
Gin X], Gin Xz, Gin X4a, Gin X4b

Satker Lisdes Kalimantan Timur
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 1100 unit, sehingga X;<1100, ada FS dan DD dengan kapasitas
40Kw (1 tempat) dan 84 Kw (1 tempat) dan 238Kw (1 tempat) dan ada potensi air
sehingga X4, <1 (40 Kw = 800 akses), X4=<1(84 Kw = 1680) dan X4.<1 (238 Kw = 4760
akses),serta potensi energi angin tidak ada ,X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +800X4, + 1680X4p + 4760X 4. (3.17.)

S.t.

Pagu)6938X; +3850000X, + 1100000X4, +2310000X 4, + 6545000X4. < 12584502

X)X + X; + Xy + Xap + Xae >0

XX <1100

X4a)X42<1

Xap)X4p=1

Xae)Xac<l1

Gin X, Gin X5, Gin X4, Gin X4p, Gin X4

Satker Lisdes Kalimantan Selatan
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 7648 unit, sehingga X;<7648, ada FS dan DD untuk dengan
kapasitas 165 Kw (1 tempat) dan kapasitas 161 Kw (1 tempat) dan ada potensi air
sehingga X4,<1 (165 Kw = 3300 akses) dan X4=<1(161 Kw = 3220 akses), serta potensi
energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X; +200X; + 3300X4, + 3220X4p (3.18.)

S.t.

Pagu)6938X; +3850000X, + 4537500X4, + 4427500X 4, <15896062

X)X+ Xy + Xya + Xgp >0

X)X <7648

X4a) X<l
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Xap)X4p=1
Gin X], Gin Xz, Gin X4a, Gin X4b

Satker Lisdes Sulawesi Utara
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, tidak ada FS dan DD dan ada potensi air sehingga X4=0 serta potensi
energi angin ada , sehingga X3 >= 0 PLT Bayu (54 Kw = 1080 akses), maka modelnya
menjadi :

Max X; + 200X, + 1080X; (3.19.)

S.t.

Pagu)7116X; + 3850000X; + 5400000X5 < 9996936

X)X + X5+ X3>0

X3)X35>=0

Gin X, Gin X5, Gin X3

Satker Lisdes Sulawesi Tengah
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 59840 unit, sehingga X;<59840, ada FS dan DD dengan
kapasitas 250Kw (1 tempat), 360 Kw (1 tempat), 92 Kw (1 tempat) serta ada potensi air
sehingga X4, <1 (250 Kw = 5000 akses), X4,<1(360 Kw = 7200 akses) dan X4.<1 (92 Kw
= 1840 akses), serta potensi energi angin tidak ada , X; = 0, maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +5000X4, + 7200X4p + 1840X 4. (3.20.)

S.t.

Pagu)7093X; +3850000X; + 6875000X4, + 9900000X 4, + 2530000X 4. <18292902

X)X + Xo + Xaa + Xap + Xue >0

X1)X1<59840

X4a)X42<1

Xap)Xap=1

Xae)Xuc<1

Gin X, Gin X,, Gin Xy,, Gin Xyp, Gin X4
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20. Satker Lisdes Sulawesi Selatan

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, ada FS dan DD dengan kapasitas 24Kw (1 tempat) dan 58 Kw (1 tempat)
serta ada potensi air sehingga X4, <1 (24 Kw = 480 akses), X4p<1(58 Kw = 1160 akses),
serta potensi energi angin ada sehingga X;>=0 Kapasitas 40Kw = 800 akses, maka
modelnya menjadi :

Max X; + 200X, + 800X3 + 480X4, + 1160X4p (3.21.)

S.t.

Pagu)6982X; + 3850000X, + 4000000X5 + 660000X4, + 1595000X 4, < 18005020

X)X+ Xo + X5+ Xgp + Xap >0

X3)X35>=0

X4a)X42<1

Xap)Xap=1

Gin X, Gin X5, Gin X3, Gin X4,, Gin Xgp

21. Satker Lisdes Gorontalo
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 7630 unit, sehingga X;<7630, ada FS dan DD dengan kapasitas
384Kw (1 tempat), 96Kw (1 tempat) dan 375Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga
X42<1 (384 Kw = 7680 akses), X4p=<1 (96Kw = 1920 akses) dan X4.<I (375 Kw = 7500
akses), serta potensi energi angin tidak ada , X3 =0
Maka modelnya menjadi :
Max X; + 200X, +7680X4, + 1920X4p + 7500X 4, (3.22)
S.t.
Pagu)7093X;+3850000X,+10560000X4, + 2640000X 4, +10312500X,. < 15894389
X)X + Xo + Xya + Xap + Xue>0
X)X 1<7630
X4a)X4a.<1
Xap) Xgp=1
Xae)X4c<1
Gin X, Gin X5, Gin Xy,, Gin Xup, Gin Xy
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Satker Lisdes Sulawesi Tenggara
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada Permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, ada FS dan DD untuk 1 tempat dengan kapasitas 30Kw dan ada potensi
air sehingga X4<I (30 Kw = 600 akses), serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0,
maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +600X4 (3.23)

S.t.

Pagu)7093X; +3850000X, + 825000X4 <19898077

X)X; + X5 + X4>0

X4)X4<1

Gin X, Gin X5, Gin X4

Satker Lisdes Bali
Dari data-data pada Lampiran [ dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, tidak Ada FS dan DD dan ada potensi air sehingga X4=0, serta potensi
energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :
Max X; + 200X, (3.24)
S.t.
Pagu)6997X,; +3850000X, <3855393
X)X; + X, >0
Gin X, Gin X,

Satker Lisdes NTB
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 3500 unit, sehingga X;<3500, ada FS dan DD dengan kapasitas
100Kw (1 tempat) dan 80 Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X, <1 (100 Kw =
2000 akses) X4p<1(80 Kw = 1600 akses), serta potensi energi angin ada sehingga X;>=0
(kapasitas 40 Kw = 800 akses), maka modelnya menjadi :
Max X; + 200X, + 800X3 +2000X4, + 1600X 4 (3.25)
S.t.
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Pagu)6960X; + 3850000X; + 4000000X3 +2750000X 4, +2200000X 4, <14700960
X)X + X5 + X5+ Xy + Xap>0

X1)X1<3500

X3)X35>=0

X4a)X42=<1

Xap)Xgp<1

Gin X, Gin X,, Gin X3, Gin X4,, Gin Xy

Satker Lisdes NTT
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 3815 unit, sehingga X;<3815, ada FS dan DD untuk 1 tempat
dengan kapasitas 30Kw dan ada potensi air sehingga Xy4<1 (30 Kw = 600 akses), serta
potensi energi angin ada sehingga X;> = 0 (kapasitas 40 Kw = 800 akses), maka
modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +800X; + 600X4 (3.26.)

S.t.

Pagu)7116X; +3850000X; +4000000X5 + 825000X4 <25354096

X)Xy + X5 + X5+ X0

X)X <3815

X3)X5>=0

XpX4<1

Gin X, Gin X,, Gin X3, Gin X4

Satker Lisdes Maluku Utara
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 2800 unit, sehingga X;<2800, tidak Ada FS dan DD dan ada
potensi air sehingga X4=0, serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya
menjadi :
Max X, + 200X, (3.27.)
S.t.
Pagu)7138X; +3850000X, <18987080
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X)X] +X,>0
X1)X<2800
Gin Xl, Gin Xz

Satker Lisdes Maluku
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 2000 unit, sehingga X;<2000, ada FS dan DD dengan kapasitas
60Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X4<1 (60 Kw = 1200 akses), serta potensi
energi angin ada , X3 >= 0 PLT Bayu (54Kw = 1080 akses), maka modelnya menjadi :

Max X, + 200X, + 1080X; + 1200X4 (3.28.)

S.t.

Pagu)7227X, +3850000X; + 5400000X 5 + 1650000X4<14746755

X)X + X, + X5+ X0

X)X <2000

XX4<1

Gin X, Gin X5, Gin X3, Gin X4

Satker Lisdes Papua

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 30790 unit, sehingga X;<30790, ada FS dan DD dengan
kapasitas S00Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X4<1 (500 Kw = 10000 akses),
serta tidak ada potensi energi angin, maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, + 10000X4 (3.29.)

s.t.

Pagu)7249X; + 3850000X, + 13750000X,<27726072

X)X+ Xa + X3+ Xe>0

X1)X1<30790

X4)X4<1

Gin X, Gin X,, Gin X3, Gin X4
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4.5.1.2. Model Program Linear Integer Untuk Program Listrik Perdesaan Tahun 2009

1. Satker Lisdes NAD
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar, tidak ada FS dan DD tapi utk potensi air ada sehingga X4 = 0, serta
potensi energi angin tidak ada, X3 = 0, maka modelnya menjadi :
Max X; + 200X, (3.30)
S.t.
Pagu)7116X,; +3850000X, < 26258040
X)X + X, >0
Gin X, Gin X,

2. Satker Lisdes Sumatera Utara

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 2581 unit, sehingga X;<2581, ada FS dan DD untuk 2 tempat
dengan kapasitas masing-masing 100Kw dan ada potensi air sehingga X4 <2 (100 Kw =
2000 akses), serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X; +200X; +2000X4 (3.31.)

S.t.

Pagu)7000X; +3850000X; + 2750000X4 <23350000

X)X; + X, + Xe>0

X)X <2581

X)X4=2

Gin X, Gin X5, Gin X4

3. Satker Lisdes Sumatera Barat
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar, ada Permintaan Pemda untuk PLTS terpusat 1 unit dengan kapasitas
10Kw, sehingga X,<1, ada FS dan DD untuk 3 tempat dengan kapasitas masing-masing
20Kw dan ada potensi air sehingga X4 <3 (20 Kw = 400 akses), serta potensi energi angin

tidak ada , X5 = 0, maka modelnya menjadi :
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Max X; + 200X, +400X4 (3.32)
S.t.

Pagu)7116X; +3850000X, + 550000X4 <25132800

X)X+ X, +X4>0

X2)Xo<1

X4)X4<3

Gin X, Gin X,, Gin X4

4. Satker Lisdes Riau

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 2743 unit, sehingga X;<2743, ada Permintaan Pemda untuk
PLTS terpusat 1 unit dengan kapasitas 10Kw, sehingga X,<I, ada FS dan DD untuk 1
tempat dengan kapasitas 100Kw dan ada potensi air sehingga X4 <1 (100 Kw = 2000
akses), serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X, + 200X, +2000X4 (3.33)

S.t.

Pagu)7037X; +3850000X, + 2750000X4 <21046200

X)X, + Xo + X4>0

X)X <2743

X2)X><1

XX4<1

Gin X, Gin X,, Gin X4

5. Satker Lisdes Jambi
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 3406 unit, sehingga X,;<3406, ada FS dan DD untuk 2 tempat
dengan kapasitas SOKw dan ada potensi air sehingga X4 <2 (50 Kw = 1000 akses), serta
potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :
Max X; + 200X, +1000X4 (3.34)
S.t.
Pagu)7744X,; +3850000X; + 1375000X4 <16689200
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X)X + X, + X4>0
X1)X1<3406

X4)X42

Gin X, Gin X5, Gin X4

6. Satker Lisdes Sumatera Selatan

Dari data-data pada Lampiran [ dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 11623 unit, sehingga X;<11623, ada FS dan DD untuk 5 tempat
dengan kapasitas SOKw (2 tempat), 40 Kw (1 tempat), 35 Kw (1 tempat) dan 22 Kw (1
tempat) serta ada potensi air sehingga X4, <2 (50 Kw = 1000 akses), X4=<1 (40 Kw = 800
akses), X4.<1 (35 Kw = 700 akses) dan X44<I (22 Kw = 440 akses), serta potensi energi
angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +1000X4, + 800Xup + 700Xy + 440Xuq (3.35)

S.t.

Pagu)6948X; + 3850000X; + 1375000X 4, + 1100000X4, + 962500X4. + 605000X 44

<30599800

X)X+ Xy + Xaga + Xap + Xye + Xyg>0

X1)Xi<11623

X4a) X322

Xap)Xap=1

Xae)Xac=1

X4a)X4a=1

Gin X, Gin X5, Gin Xy,, Gin Xyp, Gin X4, Gin Xyq

7. Satker Lisdes Bangka Belitung
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 3000 unit, sehingga X;<3000, ada Permintaan Pemda untuk
PLTS terpusat 1 unit dengan kapasitas 10Kw, sehingga X,<1, ada FS dan DD dengan
kapasitas 12Kw (1 tempat) dan 40 Kw (1 tempat) serta ada potensi air sehingga X4,<1
(12 Kw = 240 akses) dan X4, (40Kw = 800 akses), serta potensi energi angin tidak ada ,

X3 =0, maka modelnya menjadi :
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Max X, + 200X, + 240Xy, + 800Xy (3.36.)
S.t.

Pagu)7116X; +3850000X; + 330000X4, + 1100000X4, <20636400

X)X, + X + Xaa + Xa>0

X1) X1 <3000

X2)X><1

X4a)X42<1

Xap)X4p=1

Gin X, Gin X5, Gin X4,, Gin Xup

8. Satker Lisdes Bengkulu

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, ada FS dan DD untuk 2 tempat dengan kapasitas 40Kw (2 tempat) dan
ada potensi air sehingga X4<2 (40 Kw = 800), serta potensi energi angin tidak ada , X3 =
0, maka modelnya menjadi :

Max X; +200X; +800X4 (3.37.)

S.t.

Pagu)7125X; +3850000X, + 1100000X4 <20368750

X)X + X, + X4>0

X4) X422

Gin X, Gin X,, Gin X4

9. Satker Lisdes Lampung
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, ada FS dan DD untuk 3 tempat dengan kapasitas 40Kw (2 tempat) dan
190 Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X4, <2 (40 Kw = 800 akses)X4,<1(190
Kw = 3800), serta potensi energi angin tidak ada , X5 = 0, maka modelnya menjadi :
Max X; +200X; +800X4, + 3800X4p (3.38))
S.t.
Pagu)7125X; +3850000X; + 1100000X4, + 5225000X 4, <25950000
X)X + X5 + Xy + Xgp>0
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X4a)X4a52
Xap)Xap=<1
Gin Xl, Gin Xz, Gin X4a, Gin X4b

10. Satker Lisdes Banten

11.

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk
PLTS tersebar sebanyak 1640 unit, sehingga X;<1640, tidak Ada FS dan DD dan ada
potensi air sehingga X4=0, serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya

menjadi :

Max X; + 200X, (3.39)
S.t.

Pagu)7125X,; +3850000X, <1710000

X)X +X,>0

X)X <1640

Gin X, Gin X,

Satker Lisdes Jawa Barat

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, ada FS dan DD untuk 1 tempat dengan kapasitas SOKw dan ada potensi
air sehingga X4<1 (50 Kw = 1000), serta potensi energi angin tidak ada , X5 = 0, maka

modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +1000X4 (3.40.)
S.t.

Pagu)7125X; +3850000X; + 1375000X4 <19187500

X)X+ X, +X4>0

X)Xyl

Gin X, Gin X5, Gin X4

12. Satker Lisdes Jawa Tengah dan DIY

Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada permintaan Pemda untuk

PLTS Tersebar sebanyak 1199 unit, sehingga X;<1199, ada Permintaan Pemda untuk
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PLTS Terpusat 10 Kwp sebanyak 1 unit (10Kwp = 200 akses), ada FS dan DD untuk 4
tempat dengan kapasitas 20Kw dan ada potensi air sehingga X4<4 (20 Kw = 400 akses),
serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +400X4 (3.41.)

S.t.

Pagu)7125X,; +3850000X; + 550000X4 <9325000

X)X+ Xo + X0

X)Xi<1199

X7)Xo<1

X4)X44

Gin X4, Gin X;, Gin Xy

Satker Lisdes Jawa Timur
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, ada FS dan DD untuk 1 tempat dengan kapasitas 40Kw dan ada potensi
air sehingga X4<1 (40 Kw = 800), serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka
modelnya menjadi :

Max X; + 200X +800X4 (3.42.)

S.t.

Pagu)7125X,; +3850000X; + 1100000X4 <14637500

X)X; + X, + Xe>0

XX4<1

Gin X, Gin X5, Gin X4

Satker Lisdes Kalimantan Barat
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, ada FS dan DD untuk 1 tempat dengan kapasitas 100Kw dan ada potensi
air sehingga X4<1 (100 Kw = 2000), serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka
modelnya menjadi :
Max X; + 200X, +2000X4 (3.43)
S.t.
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Pagu)7125X; +3850000X; + 2750000X4 <34812500
X)X + X, + X4>0

X4)X4<1

Gin X, Gin X5, Gin X4

Satker Lisdes Kalimantan Tengah
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa ada Permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar sebanyak 5742 unit, sehingga X;<5742, ada FS dan DD dengan kapasitas
40Kw (1 tempat) dan 30 Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X4, <1 (40 Kw =
800 akses) X4p<1(30 Kw = 600 akses), serta potensi energi angin tidak ada , X3 = 0, maka
modelnya menjadi :

Max X; + 200X, +800X4, + 600X 4 (3.44.)

S.t.

Pagu)7125X; +3850000X; + 1100000X4, + 825000X 4, <31850000

X)X+ X + Xsa + Xp>0

X)X<5742

X)X o<1

Xap)X4p=1

Gin X, Gin X5, Gin Xy,, Gin X4y

Satker Lisdes Kalimantan Timur
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada Permintaan Pemda untuk
PLTS Tersebar, ada FS dan DD dengan kapasitas 40Kw (1 tempat) dan 30 Kw (1 tempat)
dan 100Kw (1 tempat) dan ada potensi air sehingga X4, <I (40 Kw = 800 akses),
X4p<1(30 Kw = 600) dan X4.<1 (100 Kw = 2000 akses), serta potensi energi angin tidak
ada , X3 =0, maka modelnya menjadi :
Max X; +200X; +800X4, + 600X 4, + 2000X 4, (3.45)
S.t.
Pagu)7125X; +3850000X, + 1100000X4, + 825000X4, + 2750000X 4. <22843750
X)X+ Xo + Xiga + Xap + Xy >0
X4a)X4a<1
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Xap)Xap<l1
X4C)X4c§1
Gin Xl, Gin Xz, Gin X4a, Gin X4b, Gin X4c

Satker Lisdes Kalimantan Selatan
Dari data-data pada Lampiran I dapat diketahui bahwa tidak ada Permint